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Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui ”(Q.S AL-

Baqarah (2): 280.
1
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 Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah 
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ABSTRAK 

 

Hetty Fitriyati, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I: Strategi Penanganan Kredit 

Bermasalah Pada Usaha Simpan Pinjam Dengan Sistem Tanggung 

Renteng Di Koperasi Wanita Sekar Kartini.  

 

Sebagai salah satu organisasi ekonomi yang memiliki tujuan untuk 

memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya dan masyarakat, kehadiran 

koperasi tentunya sangat dibutuhkan terutama untuk masyarakat dengan ekonomi 

lemah. Koperasi Wanita Sekar Kartini Jember merupakan salah satu koperasi 

simpan pinjam yang ada di Jember. Produk simpan pinjam yang ditawarkan oleh 

koperasi ini memberikan kesejahteraan terhadap para anggotanya yang mayoritas 

adalah ibu rumah tangga dalam menambah modal usaha atau membantu 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudahan akses yang ditawarkan koperasi 

ini dalam melakukan pinjaman tak jarang memiliki resiko yang harus di tanggung 

oleh koperasi. Salah satu resikonya yaitu kredit bermasalah, adanya piutang yang 

tidak dapat tertagih. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 1). Bagaimana penerapan strategi penanganan kredit 

bermasalah pada usaha simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng di 

Koperasi Wanita Sekar Kartini? 2). Bagaimana partisipasi anggota Koperasi 

Wanita Sekar Kartini mengenai strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha 

simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng? 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana 

penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam 

dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Wanita Sekar Kartini 2). Untuk 

mengetahui partisipasi anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini mengenai strategi 

penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam dengan sistem tanggung 

renteng. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian 

menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan serta keabsahan data menggunakan 

teknik trianggulasi sumber. Tahap-tahap penelitian yaitu tahap pra-lapangan, 

tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1). Penerapan strategi penanganan kredit 

bermasalah pada usaha simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng di 

Koperasi Wanita Sekar Kartini sangat efektif dalam menangani permasalahan 

kredit bermasalah 2). Partisipasi anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini  

mengenai strategi penanganan kredit bermasalah dengan sistem tanggung renteng 

merupakan hal yang utama dalam lancar nya sistem ini. 

 

Kata Kunci: Strategi, Kredit Bermasalah,Sistem Tanggung Renteng,Koperasi 

Wanita Sekar Kartini 
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ABSTRACT 

 

Hetty Fitriyati, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I: Troubled Credit Management 

Strategies in Savings and Loans Business with Joint Liability System at 

Sekar Kartini Women's Cooperative. 

 

As one of the economic organizations that has a goal to fight for the 

economic interests of its members and the community, the presence of 

cooperatives is certainly needed, especially for people with weak economies. 

Women's Cooperative Sekar Kartini Jember is one of the savings and loan 

cooperatives in Jember. The savings and loan products offered by this cooperative 

provide welfare for its members, the majority of whom are housewives in 

increasing business capital or helping meet household needs. The ease of access 

offered by this cooperative in making loans often has risks that must be borne by 

the cooperative. One of the risks is non-performing loans, the existence of 

uncollectible receivables. 

Based on this background, the focus of research in this study are as 

follows: 1). How is the implementation of a non-performing loan management 

strategy in a savings and loan business with a joint responsibility system at the 

Sekar Kartini Women's Cooperative? 2). How is the participation of members of 

the Sekar Kartini Women's Cooperative regarding the strategy for handling non-

performing loans in the savings and loan business using the joint responsibility 

system? 

The aims of this research are 1). To find out how to implement a strategy 

for handling non-performing loans in a savings and loan business with a joint 

responsibility system at the Sekar Kartini Women's Cooperative 2). To find out 

the participation of members of the Sekar Kartini Women's Cooperative regarding 

the strategy for handling non-performing loans in the savings and loan business 

with a joint responsibility system. 

The method used in this study uses a qualitative research method with a 

descriptive approach. The research subject used purposive technique. Data 

collection techniques used observation, interviews and documentation with 

analysis, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions and 

data validity using source triangulation techniques. The research stages are the 

pre-field stage, the implementation stage, and the completion stage. 

The results of this study are 1). The implementation of a non-performing 

loan management strategy in a savings and loan business with a joint 

responsibility system at the Sekar Kartini Women's Cooperative is very effective 

in dealing with non-performing credit problems 2). The participation of members 

of the Sekar Kartini Women's Cooperative regarding the strategy for handling 

non-performing loans with a joint responsibility system is the main thing in the 

smooth running of this system. 

 

Keywords: Strategy, Non-performing Loans, Joint Responsibility System, 

SekarKartini Women's Cooperative 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia adalah koperasi.  

Koperasi adalah suatu badan hukum yang cukup lama dikenal di Indonesia. 

Tokoh usaha pengembangan koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta, hingga 

saat ini beliau sangat dikenal dengan sebutan Bapak Koperasi Indonesia.
2
 

Koperasi merupakan organisasi dan menjadi tempat yang bisa menyokong 

masyarakat yang sedang membutuhkan dana terutama bagi masyarakat kelas 

menengah. Koperasi memiliki konstribusi penting terhadap pengembangan 

ekonomi masyarakat, mulai dari menyediakan  bahan pokok yang murah dan 

memberikan jasa pinjaman dan  simpanan. 

Adapun istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu co-operation 

yang memiliki arti usaha bersama. Dan istilah lainnya yaitu seluruh pekerjaan 

yang dikerjakan secara bersama-sama bisa dikatakan sebagai koperasi. 

Adapun yang dimaksud dengan koperasi disini merupakan suatu peraturan 

dan tujuan tertentu bagi perusahaan yang dibangun atau didirikan oleh orang-

orang tertentu, untuk suatu kegiatan-kegiatan tertentu.
3
  

Menjadi salah satu wadah ekonomi yang memiliki tujuan untuk 

mengupayakan kepentingan ekonomi anggota juga masyarakat, kehadiran 

koperasi tentunya sangat diperlukan terutama untuk masyarakat dengan 

ekonomi yang lemah. Tetapi masih banyak masyarakat terutama mereka yang 

                                                           
2
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 252. 

3
 Subandi M.M, Ekonomi Koperasi (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 18.  
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2 

termasuk dalam masyarakat dengan ekonomi lemah yang belum memahami 

pentingnya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian 

mereka. Masyarakat menganggap bahwasannya koperasi salah satu organisasi 

ekonomi memiliki manfaat yang hanya dapat berguna bagi masyarakat 

golongan tertentu, apalagi banyak dari mereka yang menolak kehadiran 

koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi alternatif yang dapat 

meningkatkan perekonomian mereka.
4
 

Dalam Undang-Undang Koperasi tahun 1967 No. 12 Tentang Pokok-

Pokok Perkoperasian yaitu sebagai berikut : 

“Koperasi Indonesia merupakan organisasi ekonomi rakyat yang 

berjiwa sosial, terdiri dari kelompok orang-orang atau lembaga-

lembaga hukum koperasi yang merupakan rangkaian ekonomi sebagai 

usaha bersama dengan berdasar asas kekeluargaan“.
5
 

 

Terdapat banyak jenis koperasi di Indonesia, salah satunya adalah 

koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu usaha 

pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat untuk memperoleh dana 

untuk meningkatkan taraf kehidupan. Dalam menjalankan kegiatan koperasi 

simpan pinjam tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri dan definisi dari lembaga 

keuangan lainnya, yaitu menghimpun dana atau mengumpulkan sejumlah 

uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota 

tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi 

dan dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya.
6
 

                                                           
4
 Ibid., 39-40. 

5
 Panji Anoraga,  Dinamika Koperasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 4. 

6
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 253. 
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Koperasi simpan pinjam memberikan kemudahan pada anggotanya 

untuk memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa jaminan dan bunga yang 

ringan. Kemudahan dalam mendapat pinjaman yang diberikan koperasi 

menjadi daya tarik tersendiri dalam menarik minat masyarakat  melakukan 

pinjaman pada koperasi simpan pinjam daripada lembaga pembiayaan 

lainnya. Simpan pinjam merupakan modal utama koperasi dalam semua 

kegiatan dan kebutuhan koperasi yang juga dapat dinikmati oleh anggota 

koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan setiap 

akhir tahun. 

Koperasi Wanita Sekar Kartini Jember merupakan salah satu koperasi 

simpan pinjam yang ada di Jember yang sudah cukup lama berdiri dan 

memberikan jasanya, terlihat dari banyaknya anggota yang mencapai 1367 

anggota yang tersebar di berbagai daerah Jember. Produk simpan pinjam 

yang ditawarkan oleh koperasi ini memberikan kesejahteraan terhadap para 

anggotanya yang mayoritas adalah ibu rumah tangga dalam menambah modal 

usaha atau membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudahan akses 

yang ditawarkan koperasi ini dalam melakukan pinjaman tak jarang memiliki 

resiko yang harus ditanggung oleh koperasi. Salah satu resikonya yaitu kredit 

bermasalah dan piutang yang tidak dapat tertagih. 

Dalam transaksi pinjam meminjam tak jarang terjadi pelanggaran atau 

penyalahgunaan yang dilakukan oleh anggota koperasi. Misalnya 

permasalahan yang sering terjadi yaitu anggota koperasi tidak dapat 

membayar piutang sesuai dengan waktu yang ditentukan karena 
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permasalahan internal maupun eksternal sehingga hal ini menyebabkan kredit 

bermasalah atau yang biasa disebut dengan tunggakan. Yang mengakibatkan 

kerugian terhadap koperasi itu sendiri.  Seperti yang kita ketahui 

bahwasannya jika terjadi kredit bermasalah atau tunggakan ini dapat 

berpengaruh terhadap aset dan kesehatan keuangan pada lembaga tersebut.  

Untuk mengantisipasi hal tersebut Koperasi Wanita Sekar Kartini 

Jember menggunakan sistem tanggung renteng. Yang digunakan untuk 

mengatasi permasalahan kredit bermasalah atau tunggakan yang terjadi, 

sehingga tidak merugikan dan memberatkan pada kedua pihak. Dengan ini 

apakah sistem tanggung renteng dapat menangani permasalahan kredit 

bermasalah tersebut. 

Dalam uraian diatas penulis tertarik untuk membahas masalah ini 

dengan judul “STRATEGI PENANGANAN KREDIT BERMASALAH 

PADA USAHA SIMPAN PINJAM DENGAN SISTEM TANGGUNG 

RENTENG DI KOPERASI WANITA SEKAR KARTINI JEMBER” 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha 

simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng pada Koperasi Wanita 

Sekar Kartini Jember? 

2. Bagaimana partisipasi anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini Jember 

mengenai strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan 

pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada 

usaha simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng pada Koperasi 

Wanita Sekar Kartini Jember 

2. Untuk mengetahui partisipasi anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini 

Jember mengenai strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha 

simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Mahasiswa 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Khususnya, 

mengenai sistem tanggung renteng dalam menangani kredit bermasalah 

pada usaha simpan pinjam di Koperasi Sekar Kartini Jember. 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bisa dijadikan bahan 

pertimbangan dan masukan khususnya mengenai sistem tanggung renteng 

dalam penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam. 

3. Bagi Masyarakat  

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat mengenai sistem tanggung renteng yang 

diterapkan dalam menangani kredit bermasalah pada usaha simpan 

pinjam.  
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4. Bagi Akademis  Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

referensi untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 

Serta dapat menjadi tambahan wawasan bagi Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga ingin melakukan 

penelitian mengenai sistem tanggung renteng dalam menangani kredit 

bermasalah pada usaha simpan pinjam. 

E. Definisi Istilah 

Definisi Istilah yaitu bagian yang berisi tentang pengertian istilah-

istilah yang penting dan menjadi titik perhatian bagi peneliti di dalam judul 

penelitian. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman 

terhadap makna dari istilah tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh 

peneliti. 
7
 Berikut pengertian istilah yang terdapat pada judul penelitian 

penulis : 

1. Strategi  

Strategi yaitu suatu rencana perusahaan dalam mencapai visi dan 

misi suatu tujuan dengan perencanaan yang komprehensif. Dengan 

keunggulan komprehensif dapat memaksimalkan strategi dan 

meminimalkan keterbatasan persaingan. 
8
 

                                                           
7
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : IAIN Jember Press,2017), 45. 

8
 David Hunger dan Thomas Wheleen, Manajemen Strategi, (Yogyakarta: Penerbit ANDI. 

2003),16. 
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Strategi yang dimaksud penulis yaitu suatu tujuan atau cara yang 

dimiliki suatu perusahaan atau lembaga dalam kemajuan perusahaan atau 

lembaga yang lebih baik  di masa depan. 

2. Kredit  Bermasalah 

Kredit bermasalah (nonperforming loan) adalah kredit kurang 

lancar, kredit macet dan juga kredit yang diragukan. Dengan penjelasan di 

atas dapat disimpulkan bahwasannya kredit macet adalah bagian dari 

kredit bermasalah. Yang merupakan dari tingkat akan kesehatan dan 

kestabilan suatu lembaga  keuangan.
9
 

3. Simpan Pinjam 

Simpan (menyimpan) berarti meletakkan sesuatu di tempat yang 

aman dan baik. Dan pinjam (meminjam) berarti memakai barang, uang 

orang lain untuk sementara waktu. 

4.  Tanggung Renteng 

Tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama diantara 

anggota disatu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan 

dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Tanggung renteng 

menciptakan karakter dan watak yang positif dan menjadi nilai dasar 

dalam kegiatan berkoperasi. Hal ini dilaksanakan dengan dukungan sikap, 

perilaku dan komunikasi asertif serta kemampuan untuk menghargai 

pihak lain.
10

 

 

                                                           
9
 R. Serfianto, dkk, Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik, 

(Jakarta: Visimedia, 2012), 248. 
10

 Brosur Koperasi Wanita Sekar Kartini Jember. 
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5. Koperasi  

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi 

(cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya kerja sama. 

Ada juga yang mengartikan dalam makna lain yaitu menolong satu sama 

lain (to help one another) atau saling bergandengan tangan (hand in 

hand).
11

 

Dalam Undang-Undang Koperasi tahun 1967 No. 12 Tentang 

Pokok-Pokok Perkoperasian yaitu sebagai berikut : 

“Koperasi Indonesia merupakan organisasi ekonomi rakyat yang 

berjiwa sosial, terdiri dari kelompok orang-orang atau lembaga-

lembaga hukum koperasi yang merupakan rangkaian ekonomi sebagai 

usaha bersama dengan berdasar asas kekeluargaan“.
12

 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah dalam 

pembahasan isi, maka peneliti disini menguraikan bab-bab agar 

mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini dan masing-masing bab 

terdapat beberapa bahasan yang lebih terperinci yaitu :  

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Kajian Kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahu lu 

dan kajian teori. 

                                                           
11

 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik (Jakarta: Erlangga,2001), 13. 
12

 Panji Anoraga,  Dinamika Koperasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 4. 
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BAB III Metode Penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis yang berisi tentang gambaran 

objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan. 

BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran-saran. 

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan 

dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam hal ini penulis akan menguraikan penelitian sebelumnya 

sebagai acuan penulis sebagai pendukung dari penelitian ini. Dimana hal ini 

dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan diantara keduanya 

untuk menyempurnakan penelitian yang sedang dilakukan. 

1. Syntia Ayu Mardiana dengan judul “Analisis Sistem Tanggung Renteng 

Sebagai Strategi dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah di Badan 

Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Sendang Tulungagung”.
13

 Dalam 

penelitian diatas menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan 

data melalui wawancara, observasi, dan dari dokumen-dokumen lainnya. 

Dalam penelitian diatas peneliti menyebutkan bahwasannya setiap 

anggota memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam membayar 

angsuran. Namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan mengingat di 

lembaga BUMDESMA Sendang Tulungagung diterapkannya sistem 

tanggung renteng. Dimana tanggung renteng tersebut bersifat mengingat 

diantara anggota kelompok, sehingga setiap kelompok akan 

mengusahakan agar angsuran per bulan dapat berjalan lancar.  

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang adalah 

sama-sama fokus pada bagaimana penerapan sistem tanggung renteng di 

lembaga masing-masing. Sedangkan perbedaannya penelitian diatas lebih 

                                                           
13

 Syntia Ayu Mardiana, “Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi  Dalam 

Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)  

Tulungagung”, (Skripsi IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2020), 55. 

10 
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fokus terhadap bagaimana sistem tanggung renteng dalam meminimalisir 

resiko kredit bermasalah sedangkan untuk penelitian sekarang lebih fokus 

pada bagaimana penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam 

dengan sistem tanggung renteng. 

2. Etika Yolan Melati dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem 

Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekar Desa 

Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran)”.
14

  Dalam penelitian 

diatas menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. 

Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan 

dalam mengolah datanya. 

Dalam penelitiannya  menunjukkan bahwasannya sistem tanggung 

renteng yang telah diterapkan mulai dari awal berdirinya memiliki suatu 

tujuan agar angsuran yang dibayarkan nasabah dapat lancar dan tidak 

terjadi penunggakan. Dan telah dipenuhinya syarat dan rukun yang telah 

diberlakukan maka dijadikan sebagai sarana dalam memupuk jiwa tolong 

menolong, gotong royong dan kedisiplinan, transparansi antara sesama 

anggota dalam pengembalian kewajiban atau hutangnya. Sehingga sistem 

ini dirasa membawa manfaat pada mudharatnya.  

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang sekarang 

sama-sama  membahas tentang tanggung renteng. Dan yang membedakan 

penelitian diatas dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian diatas 

lebih fokus terhadap tinjauan hukum terhadap pembayaran hutang 

                                                           
14

Etika Yolan Melati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam 

Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Paswaran)”, 

(Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 51. 
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menggunakan sistem tanggung renteng untuk penelitian yang sekarang 

lebih fokus terhadap sistem tanggung renteng dalam penanganan kredit 

bermasalah pada usaha simpan pinjam. 

3. Mona Hilul Irfan dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Tanggung 

Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi 

Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)”.
15

 Metode 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Peneliti 

menggunakan dua cara dalam mengumpulkan data yaitu dengan penelitian 

lapangan dan penelitian kepustakaan. 

Dalam penelitiannya menunjukkan tentang penerapan sistem 

pembiayaan tanggung renteng yang dapat dilakukan dengan melalui 

beberapa tahapan yang dimulai dari perekrutan anggota dengan melakukan 

survei, pertemuan umum, pembentukan kelompok, uji kelayakan, latihan 

wajib kelompok, uji pengesahan kelompok, pertemuan mingguan dan 

selanjutnya yaitu tahap pengajuan pembiayaan. Kemudian dilanjut dengan 

tahap analisis dan penyeleksian dan tahap terakhir yaitu pencairan 

pembiayaan kepada setiap kelompok. Hal tersebut dilakukan tujuannya 

agar dapat mengetahui kelayakan nasabah tersebut dalam menerima 

pinjaman agar supaya nantinya dapat memperlancar pembayaran angsuran 

nasabah tersebut. 

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian sekarang 

terletak pada fokus penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang 

                                                           
15

 Mona Hilul Irfan, “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan 

Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi-Al Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda 

Aceh)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 55. 
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sistem tanggung renteng. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian 

diatas  fokus analisis nya pada penerapan sistem tanggung renteng 

berdasarkan konsep kafalah. Sedangkan pada penelitian yang sekarang 

fokus penelitiannya terletak pada sistem tanggung renteng dalam 

menangani kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam. 

4. Zahratul Mahfudah dengan judul “Sistem Tanggung Renteng Dalam 

Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada 

Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)”.
16

 Metode  analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat bukan berupa angka-angka sehingga dalam 

pendeskripsiannya memerlukan interpretasi untuk mengetahui makna 

dibalik data. 

Dalam penelitian diatas peneliti menyebutkan bahwasannya sistem 

tanggung renteng sesuai dengan konsep kafalah yaitu sifat saling 

bertanggung jawab dan saling menanggung satu dan yang lainnya. Peneliti 

juga berpendapat bahwasannya nilai-nilai pokok yang terkandung dalam 

sistem tanggung renteng sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat 

yaitu kebersamaan, keterbukaan, kejujuran dan kedisiplinan. Sistem 

tanggung renteng ini juga dapat mengubah perilaku anggota untuk lebih 

peduli pada sesama, saling toleransi, serta dapat mempererat hubungan 

diantara anggota. 

                                                           
16

 Zahratul Mahfudah, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan 

Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)”, (Skripsi, 

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), 45. 
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Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang adalah 

sama-sama membahas bagaimana penerapan sistem tanggung renteng di 

lembaga masing-masing. Dan perbedaannya adalah peneliti diatas lebih 

fokus bagaimana sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok 

berdasarkan konsep kafalah. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus 

bagaimana sistem tanggung renteng dalam menangani kredit bermasalah 

pada usaha simpan pinjam. 

5. Maya Maulidya Nasmi dengan judul “Penanganan Pinjaman Bermasalah 

dengan Perjanjian “Tanggung Renteng” yang diberikan kepada Karyawan 

Tidak Tetap (Studi Pada Koperasi Karyawan Sejahtera Pasuruan)”.
17

 

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Empiris. 

Dalam penelitian di atas peneliti menjelaskan yang menjadi 

hambatan dalam penyelesaian pinjaman dengan tanggung renteng adalah 

karyawan tidak tetap yang mengakhiri masa kerjanya sebelum masa 

kontrak kerja sehingga pinjaman tidak dapat dikembalikan secara utuh. 

Hal ini yang menyebabkan kelompok tanggung renteng merasa keberatan 

untuk menyelesaikan pinjaman yang dilakukan oleh debitur utama. 

Penyelesaian permasalahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perkoperasian serta ketentuan mengenai 

tanggung renteng pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata). Langkah yang dilakukan adalah dengan mengatur jumlah 

                                                           
17

 Maya Maulidya Nasmi, “Penanganan Pinjaman Bermasalah dengan Perjanjian “Tanggung 

Renteng” yang diberikan kepada Karyawan Tidak Tetap (Studi pada Koperasi Karyawan Sejahtera 

Pasuruan)”. (Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2018), 62. 
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angsuran bagi kelompok tanggung renteng yang harus menyelesaikan 

pinjaman debitur utama. Dengan demikian koperasi karyawan tidak akan 

mengalami kerugian akibat tidak terselesaikannya pinjaman dengan 

tanggung renteng. Dengan demikian koperasi karyawan tidak akan 

mengalami kerugian akibat tidak terselesaikannya pinjaman dengan 

tanggung renteng. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian sekarang adalah 

sama sama membahas tentang penanganan pinjaman bermasalah dengan 

sistem tanggung renteng di koperasi. Sedangkan perbedaannya penelitian 

terdahulu  pada penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam 

dengan sistem tanggung renteng. 

6. Jariyah dengan Judul “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng 

terhadap Resiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Wakaf Mikro 

Pondok Pesantren Minhadlul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. 

18
Metode penelitian yang digunakan termasuk dalam metode penelitian 

kualitatif bersifat deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data 

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menjelaskan 

bahwasannya sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Bank Wakaf 

Mikro Pondok Pesantren Minhadlul Ulum yaitu diterapkan dalam 

                                                           
18

Jariyah, “Analisis Penerapan Sistem Tanggung RentengTerhadap Resiko Pembiayaan 

Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadlul Ulum Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam”. (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 69. 
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pengambilan keputusan untuk menetapkan jumlah suatu pinjaman, dan 

menanggung utang anggota lainnya.  

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu sama 

sama membahas tentang tanggung renteng. Dan perbedaannya adalah 

penelitian diatas lebih fokus terhadap bagaimana penerapan sistem 

tanggung renteng terhadap resiko pembiayaan menurut perspektif ekonomi 

Islam sedangkan untuk penelitian sekarang fokus terhadap bagaimana 

penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam dengan 

menggunakan sistem tanggung renteng. 

7. Satria Sembiring dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung 

Jawab Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Koperasi Unit Desa 

“Harta” Langkat)”
19

. Metode penelitian yang digunakan Metode Analisis 

secara Kualitatif. 

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwasannya penerapan 

Tanggungjawab Renteng dalam mengatasi kredit macet di KUD Harta 

serta dapat meminimalisir resiko hutang karena Risiko piutang kepada 

anggota berupa tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman 

dapat dicegah atau setidak-tidaknya dapat diminimalisir. Tanggung 

renteng dalam kelompok berperan sebagai jaminan terhadap lancarnya 

pembiayaan. Dimana apabila terdapat seorang anggota kelompok yang 

melakukan keteledoran atau tunggakan, maka seluruh anggotalah yang 

akan menanggung risikonya. Karena tanggung jawab dalam mengatasi 

                                                           
19

 Satria Sembiring,,“Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi 

Kredit Macet (Studi Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat) (Skripsi Universitas Medan Area, 

Medan, 2021) 70. 
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risiko piutang merupakan tanggung jawab ketua kelompok, dimana yang 

telah dilimpahkan melalui tanggung renteng.Upaya yang dapat dilakukan 

Koperasi dalam mengatasi Kredit Macet di KUD Harta adalah mekanisme 

pemanggilan yang dilakukan oleh pihak koperasi selaku kreditur bertujuan 

untuk mengetahui penyebab debitur belum bisa melunasi hutangnya. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang sama-sama 

membahas tentang tanggung renteng sebagai penanganan kredit macet 

atau bermasalah. Dan perbedaannya penelitian diatas fokus terhadap 

tinjauan yuridis perjanjian tanggung jawab renteng pada kredit macet 

sedangkan penelitian saat ini fokus terhadap bagaimana strategi 

penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam denga sistem 

tanggung renteng. 

8. Ningsih Rahmawati dengan judul “Pelaksanaan Monitoring Peminjaman 

Dana Bergulir dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Kasus Dinas Tenaga 

Kerja Koperasi Dan Ukm Kabupaten Banyumas)”
20

.  

Dalam penelitiannya menjelaskan tentang pelaksanaan monitoring 

pada peminjaman dana bergulir dalam mengatasi kredit macet yang dinilai 

sangat penting. Pentingnya pelaksanaan monitoring yaitu untuk 

mendorong kelancaran pengangsuran pinjaman dana bergulir bagi 

kelompok usaha kecil dan mikro pada Kabupaten Banyumas. 

 Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang 

sekarang adalah sama-sama membahas tentang kredit macet sebagai kajian 

                                                           
20

Ningsih Rahmawati, “Pelaksanaan Monitoring Peminjaman Dana Bergulir Dalam Mengatasi 

Kredit Macet (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas)”, 

(Skripsi, IAIN Purwokerto,  Purwokerto, 2018). 65-69. 
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dalam penelitian. Untuk perbedaannya yaitu jika penelitian diatas fokus 

pada pelaksanaan monitoring. Sedangkan penelitian yang sekarang fokus 

pada strategi penanganan menggunakan sistem tanggung renteng. 

9.  Riris Dewi Larasati dan Yudhananta Sambharakreshna dengan judul 

“Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Spp) 

Untuk Meminimalisir Kredit Macet pada Pnpm Mandiri Pedesaan (Studi 

Kasus pada Upk Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)”
21

.  

Dalam penelitiannya menunjukkan bahwasannya program 

perguliran dana kelompok SPP Kecamatan Binangun sampai pada bulan 

Desember Tahun 2014 mengalami kredit bermasalah yaitu sebesar 87%. 

Dapat disimpulkan bahwasannya program perguliran dana ini tidak sehat. 

Adapun cara atau upaya yang digunakan dalam menanggulangi 

permasalahan tersebut yaitu dengan rescheduling, restructuring, 

reconditioning, upaya selanjutnya yaitu kompensasi harta dan yang 

terakhir yaitu upaya yang ditunjukkan untuk pihak-pihak yang 

menyebabkan kredit bermasalah. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang sekarang 

terletak pada usahanya untuk meminimalisir kredit macet namun dalam 

hal ini terkait dengan kredit bermasalah. Perbedaannya untuk penelitian 

diatas fokus pada pengelolaan dana bergulir simpan pinjam perempuan 

(SPP). Sedangkan untuk penelitian sekarang lebih fokus pada 

penanganannya dengan menggunakan sistem tanggung renteng. 

                                                           
21

 Riris Dewi Larasati dan Yudha Sambharakreshna, “Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PNPM Mandiri 

Pedesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)”. Jurnal Kompilasi 

Ilmu Ekonomi (KOMPILEK), Vol. 8, No. 1 (2016), 43. 
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10. Yulia Ratna Indarti dengan judul “Analisis Implementasi Prudential 

Priciple terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah pada 

Produk Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam (Studi pada 

KSPPS BMT Fajar Metro)”
22

.  

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwasannya prudential priciple 

pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar Metro menggunakan 5 

aspek yaitu (character, capacity, capital, collateral, condition) yang biasa 

dikenal dengan aspek 5C yang menjadi pedoman pemberian pembiayaan. 

Tujuan diterapkannya prudential priciple adalah untuk menekan 

kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.  Meskipun dalam 

kegiatan prakteknya yang selalu digunakan hanya 3C yaitu (character, 

capacity, collateral) sebagai bahan dalam mempertimbangkan pemberian 

pembiayaan. 

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang 

sekarang sama-sama membahas tentang pembiayaan. Perbedaannya jika 

penelitian di atas membahas tentang pencegahan risiko pembiayaan 

bermasalah dengan menerapakan prudential priciple. Sedangkan untuk 

penelitian sekarang yaitu menggunakan sistem tanggung renteng sebagai 

penanganan kredit bermasalah. Guna memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif maka dibawah ini dijelaskan tabel penelitian tersebut 

sebagai berikut: 

  

                                                           
22

 Yulia Ratna Indarti , “Analisis Implementasi Prudential Priciple Terhadap Pencegahan Risiko 

Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam (Studi 

Pada KSPPS BMT Fajar Metro)”, (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 90. 
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Tabel 2.1 

Mapping Penelitian Terdahulu 

 

No NAMA PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Syntia Ayu Mardiana, 

Analisis Sistem 

Tanggung Renteng 

Sebagai Strategi Dalam 

Meminimalisir Risiko 

Kredit Bermasalah Di 

Badan Usaha Milik Desa 

Bersama 

(BUMDESMA) Sendang 

Tulungagung, tahun 

2020. 

Persamaan penelitian 

diatas dengan 

penelitian sekarang 

adalah sama-sama 

fokus pada bagaimana 

penerapan sistem 

tanggung renteng di 

lembaga masing-

masing. 

Perbedaannya 

penelitian diatas 

lebih fokus 

terhadap 

bagaimana sistem 

tanggung renteng 

dalam 

meminimalisir 

resiko kredit 

bermasalah 

sedangkan untuk 

penelitian sekarang 

lebih fokus pada 

bagaimana 

penanganan kredit 

bermasalah pada 

usaha simpan 

pinjam dengan 

sistem tanggung 

renteng. 

2. Etika Yolan Melati, 

Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Sistem 

Tanggung Renteng 

Dalam Pembayaran 

Hutang (Studi PNM 

Mekar Desa Banjaran 

Kec. Padang Cermin 

Kab. Pesawaran), tahun 

2019. 

Persamaan antara 

penelitian diatas 

dengan penelitian yang 

sekarang sama-sama  

membahas tentang 

tanggung renteng. 

Perbedaan 

penelitian diatas 

dengan penelitian 

sekarang adalah 

jika penelitian 

diatas lebih fokus 

terhadap tinjauan 

hukum terhadap 

pembayaran 

hutang 

menggunakan 

sistem tanggung 

renteng untuk 

penelitian yang 

sekarang lebih 

fokus terhadap 

sistem tanggung 

renteng dalam 

penanganan kredit 

bermasalah pada 

usaha simpan 
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pinjam. 

3. Mona Hilul Irfan, 

Analisis Penerapan 

Sistem Tanggung 

Renteng Dalam 

Pembiayaan Kelompok 

Berdasarkan Konsep 

Kafalah BI AL-MAL 

(Studi di Koperasi Mitra 

Dhuafa Banda Aceh), 

tahun 2017. 

Persamaan antara 

penelitian diatas 

dengan penelitian 

sekarang terletak pada 

fokus penelitiannya 

yaitu sama-sama 

membahas tentang 

sistem tanggung 

renteng. 

Perbedaan dalam 

penelitian diatas  

fokus analisis nya 

pada penerapan 

sistem tanggung 

renteng 

berdasarkan 

konsep kafalah. 

Sedangkan pada 

penelitian yang 

sekarang fokus 

penelitiannya 

terletak pada 

system tanggung 

renteng dalam 

menangani kredit 

bermasalah pada 

usaha simpan 

pinjam. 

4. Zahratul Mahfudah, 

Sistem Tanggung 

Renteng dalam 

Pembiayaan Kelompok 

Berdasarkan Konsep 

Kafalah (Studi Kasus 

pada Koperasi Mitra 

Dhuafa Cabang Kas 

Darussalam), tahun 

2020. 

Persamaan penelitian 

diatas dengan 

penelitian sekarang 

adalah sama-sama 

membahas bagaimana 

penerapan sistem 

tanggung renteng di 

lembaga masing-

masing. 

Perbedaan peneliti 

diatas lebih fokus 

bagaimana sistem 

tanggung renteng 

dalam pembiayaan 

kelompok 

berdasarkan 

konsep kafalah. 

Sedangkan 

penelitian sekarang 

lebih fokus 

bagaimana sistem 

tanggung renteng 

dalam menangani 

kredit bermasalah 

pada usaha simpan 

pinjam. 

5. Maya Maulidya Nasmi, 

Penanganan Pinjaman 

Bermasalah Dengan 

Perjanjian “Tanggung 

Renteng” Yang 

Diberikan Kepada 

Karyawan Tidak Tetap  

(Studi pada Koperasi 

Persamaan penelitian 

di atas dengan 

penelitian sekarang 

adalah sama sama 

membahas tentang 

penanganan pinjaman 

bermasalah dengan 

sistem tanggung 

Sedangkan 

perbedaannya 

penelitian 

terdahulu  pada 

penanganan kredit 

bermasalah pada 

usaha simpan 

pinjam dengan 
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Karyawan Sejahtera 

Pasuruan),  tahun 2018. 

renteng di koperasi.  sistem tanggung   

renteng. 

6. Jariyah, Analisis 

Penerapan Sistem 

Tanggung Renteng 

Terhadap Resiko 

Pembiayaan Bermasalah 

Pada Bank Wakaf Mikro 

Pondok Pesantren 

Minhadlul Ulum 

Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam, tahun 

2020. 

Persamaan penelitian 

diatas dengan 

penelitian sekarang 

yaitu sama sama 

membahas tentang 

tanggung renteng. 

Perbedaan 

penelitian diatas 

lebih fokus 

terhadap 

bagaimana 

penerapan sistem 

tanggung renteng 

terhadap resiko 

pembiayaan 

menurut perspektif 

ekonomi Islam 

sedangkan untuk 

penelitian sekarang 

fokus terhadap 

bagaimana 

penanganan kredit 

bermasalah pada 

usaha simpan 

pinjam dengan 

menggunakan 

sistem tanggung 

renteng. 

7. Satria Sembiring Dengan 

Judul Tinjauan Yuridis 

Perjanjian Tanggung 

Jawab Renteng Dalam 

Mengatasi Kredit Macet 

(Studi Koperasi Unit 

Desa “Harta” Langkat) , 

tahun 2021. 

Persamaan penelitian 

diatas dengan 

penelitian sekarang 

sama-sama membahas 

tentang tanggung 

renteng sebagai 

penanganan kredit 

macet atau bermasalah.  

Perbedaannya 

penelitian diatas 

fokus terhadap 

tinjauan yuridis 

perjanjian 

tanggung jawab 

renteng pada kredit 

macet sedangkan 

penelitian saat ini 

fokus terhadap 

bagaimana strategi 

penanganan kredit 

bermasalah pada 

usaha simpan 

pinjam dengan 

sistem tanggung 

renteng. 

8. Ningsih Rahmawati, 

Pelaksanaan Monitoring 

Peminjaman Dana 

Bergulir Dalam 

Mengatasi Kredit Macet 

Persamaan penelitian 

diatas dengan 

penelitian yang 

sekarang adalah sama-

sama membahas 

Perbedaan 

penelitian diatas 

fokus pada 

pelaksanaan 

monitoring. 
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(Studi Kasus Dinas 

Tenaga Kerja Koperasi 

dan UKM Kabupaten 

Banyumas), tahun 2018. 

tentang kredit macet 

sebagai kajian dalam 

penelitian. 

Sedangkan 

penelitian yang 

sekarang fokus 

pada strategi 

penanganan 

menggunakan 

sistem tanggung 

renteng. 

9. Riris Dwi Larasati dan 

Yudhananta 

Sambharakreshna, 

Pengelolaan Dana 

Bergulir Kelompok 

Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) Untuk 

Meminimalisir Kredit 

Macet Pada PNPM 

Mandiri Pedesaan (Studi 

Kasus Pada UPK 

Kecamatan Binangun 

Kabupaten Blitar, tahun 

2016. 

Persamaan penelitian 

diatas dengan 

penelitian yang 

sekarang terletak pada 

usahanya untuk 

meminimalisir kredit 

macet namun dalam 

hal ini terkait dengan 

kredit bermasalah. 

Perbedaan 

penelitian diatas 

fokus pada 

pengelolaan dana 

bergulir simpan 

pinjam perempuan 

(SPP). Sedangkan 

untuk penelitian 

sekarang lebih 

fokus pada 

penanganannya 

dengan 

menggunakan 

sistem tanggung 

renteng. 

10. Yulia Ratna Indarti, 

Analisis Implementasi 

prudential priciple 

Terhadap Pencegahan 

Risiko Pembiayaan 

bermasalah Murabahah 

Dalam Perspektif Islam 

(Studi Pada KSPPS 

BMT Fajar Metro), 

tahun 2019. 

Persamaan penelitian 

diatas dengan 

penelitian yang 

sekarang sama-sama 

membahas tentang 

pembiayaan. 

Perbedaan 

penelitian di atas 

membahas tentang 

pencegahan risiko 

pembiayaan 

bermasalah dengan 

menerapakan 

prudential priciple. 

Sedangkan untuk 

penelitian sekarang 

yaitu 

menggunakan 

sistem tanggung 

renteng sebagai 

penanganan kredit 

bermasalah. 
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Dari beberapa rujukan skripsi yang peneliti jadikan perbandingan 

mempunyai relevansi yang sangat kuat ditinjau dari pengguanaan sistem 

tanggung renteng, akan tetapi perbedaannya terletak pada objek yang diteliti 

dan fokus penelitiannya. Sejauh ini belum ada penelitian yang meneliti 

tentang strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam 

dengan sistem tanggung renteng. 

B. Kajian Teori 

Kajian teori adalah bagian yang berisi tentang pembahasan-

pembahasan teori yang dijadikan sebagai sudut pandang atau perspektif dalam 

melakukan suatu penelitian. Pembahasan yang terkandung dalam kajian teori 

merupakan pembahasan yang lebih luas dan lebih mendalam untuk 

memperdalam wawasan peneliti dalam meninjau atau mengkaji permasalahan 

yang hendak dipecahkan penulis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian.
23

 

Adapun teori yang digunakan sebagai berikut : 

1. Strategi  

a. Pengertian Strategi  

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “seni 

berperang”, dimana strategi memiliki dasar atau skema untuk 

mencapai sasaran atau sesuatu yang dituju.
24

 Strategi merupakan 

kumpulan dari beberapa rencana yang kemudian disatukan, luas dan 

terintegrasi atau terpadu yang menghubungkan keunggulan strategis 
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 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press,2017), 46. 
24

 Husein Umar, Strategic Management in Action (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2001), 31. 
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perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk 

memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan tersebut dapat 

dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi juga 

diartikan sebagai suatu sarana untu mencapai tujuan akhir dari sebuah 

perusahaan.
25

 

Strategi merupakan pola mendasar dari sasaran yang berjalan 

dan direncanakan dengan penyebaran sumber daya dan interaksi 

dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan. Inti dari strategi 

yaitu bagaimana bertahan hidup dalam dunia yang semakin kompetitif, 

bagaimana membuat tanggapan atau persepsi yang baik bagi 

konsumen, menjadi beda, mengenali kekuatan dan kelemahan dari 

pesaing, menjadi ahli atau spesialis, dan menguasai satu kata 

sederhana di kepala, kepemimpinan yang memberi arah dan 

memahami dasar atau realitas pasar dengan menjadi yang utama, dan 

menjadi yang lebih baik.
26

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia definisi dari strategi 

adalah suatu ilmu atau seni dalam melaksanakan kebijakan tertentu 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
27

 Dengan adanya 

strategi, langkah suatu perusahaan atau organisasi akan relatif lebih 

mudah dalam mencapai tujuannya.  

 

                                                           
25

 William F. Glueck, dan Lawrence R. Jauch, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, 

terj. Murad, A.R Henry Sitanggang (Jakarta: Erlangga, 1994). 9. 
26

 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 29. 
27

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1997), 199. 
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Terdapat tiga tingkatan strategi diantaranya sebagai berikut: 

1) Strategi tingkat korporasi 

Strategi yang terdiri dari para dereksi dan CEO yang 

mempunyai tugas utama yaitu memikirkan masa depan perusahaan 

secara menyeluruh atau komprehensif. 

2) Strategi tingkat bisnis  

Terdiri dari manager-manager tingkat divisi dalam suatu 

perusahaan. Tugas mereka yaitu mengartikan pernyataan dan 

keinginan tingkat korporasi kedalam tujuan yang konkret dalam 

divisi masing-masing. 

3) Strategi tingkat fungsional 

Strategi ini tugasnya yaitu mengembangkan strategi jangka 

pendek pada beberapa fungsi perusahaan seperti strategi sumber 

daya manusia, strategi riset dan pengembangannya, strategi 

manajemen produksi, serta operasional, strategi keuangan dan 

pemasaran.
28

 

b. Fungsi Strategi 

Fungsi strategi adalah upaya dari strategi yang dibuat bisa 

diterapkan secara efektif. Berikut adalah beberapa fungsi strategi:
29

 

1) Mengkomunikasikan visi yang ingin diraih kepada orang lain 

tentang apa, oleh siapa, untuk siapa, mengapa dan bagaimana 

pelaksanaanya. Untuk mengetahui, meningkatkan atau 

                                                           
28

 Irwan Purwanto, Manajemen Strategi (Bandung: Yrama Widya, 2006), 125. 
29

 Sofjan Assauri, Strategic Management Sustainable Competitive Advantages (Jakarta: Rajawali 

Press, 2013), 5-8. 
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mengembangkan, dan menilai alternatif-alternatif strategi. Maka 

perlu dilihat  sandingan yang cocok antara keterampilan atau 

kapabilitas dengan faktor lingkungan, dimana kapabilitas ini akan 

digunakan. 

2) Menghubungkan kelebihan dari organisasi dengan peluang dari 

lingkungannya. 

3) Memanfaatkan kelebihan yang diperoleh serta menyelidiki adanya 

peluang atau kesempatan baru. 

4) Menghasilkan dan menumbuhkan sumber daya yang lebih banyak 

dari yang digunakan pada saat ini. Lebih khususnya pada sumber 

dana nya dan sumber daya lainnya seperti pendapatan atau 

penghasilan, reputasi atau keunggulan, komitmen, karyawan, 

identitas, identitas merek dan sumber daya yang tidak terwujud 

lainnya. 

5) Mengkoordinasikan serta memberi arahan kegiatan organisasi 

kedepannya. 

6) Menanggapi serta memberi reaksi terhadap keadaan baru yang 

tengah dihadapi sepanjang waktu.
30

 

2. Kredit  

a. Pengertian Kredit 

Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” yaitu percaya. 

Yang artinya si pemberi kredit tersebut percaya terhadap si penerima 
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kredit, bahwasannya kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai 

dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima 

kepercayaan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali 

pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Adapun pengertian 

kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.
31

 

Secara garis besar, kredit adalah memberikan sejumlah uang, 

modal atau benda yang dapat dinilai dengan uang dari satu pihak ke 

pihak lainnya dengan syarat atau ketentuan yang sudah disepakati 

bersama. Dan kewajiban atau tagihan yang dibayarkan harus sesuai 

dengan nilai yang telah diberikan dan disepakati. Pihak bank akan 

memberikan sebuah kredit pada nasabah dengan dasar atas 

kepercayaan, jadi pemberian kredit dapat disebut sebagai pemberian 

kepercayaan terhadap nasabah. 

Dengan memberikan kredit atau pinjaman pada nasabah yang 

mampu membayar kredit tersebut maka akan menguntungkan pihak 

bank. Sehingga, dalam pemberian kredit tersebut dari bank kepada 

nasabah terdapat syarat dan ketentuan-ketentuan akan kehati-hatian 
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2014), 112-113. 



 

 
 

29 

dengan mengutamakan unsur keamanan sekaligus keuntungan dari 

kredit tersebut.
32

 

Kredit bermasalah atau yang biasa disebut dengan kredit macet 

merupakan suatu kondisi dimana sedang mengalami penyimpangan, 

atas syarat peminjaman yang sudah disepakati dalam pelunasan 

pembiayaan kredit tersebut. Hal tersebut menimbulkan adanya 

keterlambatan yang akan menyebabkan adanya potensi atau 

kesanggupan gagal bayar atau yang biasa disebut dengan tunggakan. 

Adapun kredit bermasalah tergolong dalam kredit tidak lancar, kredit 

yang diragukan, kredit tertahan atau macet. Kredit bermasalah atau 

macet dalam perusahaan merupakan penanganan yang utama atau 

pokok. Mengingat dimana jika perusahaan atau organisasi mengalami 

kredit bermasalah maka akan berdampak terhadap kesehatan uang dan 

aset-aset dari perusahaan atau generasi tersebut.
33

 

b. Unsur-Unsur kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam kredit sebagai 

berikut: 

1) Kepercayaan  

Kepercayaan merupakan hal yang paling utama dalam 

pemberian kredit. Dimana jika bank sudah memberikan 

kepercayaan terhadap nasabah atau penerima kredit maka hal 

tersebut sudah melandasi dasar utama bank kepada nasabah 
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bahwasannya nasabah tersebut dipercaya mampu dalam membayar 

atau mengembalikan kembali pinjaman tersebut kepada bank 

sesuai dengan jangka yang sudah ditentukan. Maka sebelum bank 

memberikan pinjaman terhadap nasabah, pihak bank lebih dulu 

melakukan penyelidikan terhadap nasabah tersebut secara internal 

maupun eksternal. Untuk memastikan bahwasannya nasabah 

tersebut memiliki kesungguhan dan etika yang baik sebagai 

nasabah kepada pihak bank. 

2) Kesepakatan  

Selain unsur kepercayaan dalam pemberian kredit di 

dalamnya juga terdapat unsur kesepakatan antara pemberi dan 

penerima kredit. Kesepakatan ini dibuat sebagai perjanjian dimana 

pihak pemberi kredit dan penerima kredit menandatangi perjanjian 

tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebelum 

pemberian kredit atau pinjaman diberikan.
34

 

3) Jangka waktu 

Pinjaman atau kredit yang diberikan tentunya memiliki 

jangka waktu yang spesisfik atau tertentu sesuai dengan jangka 

waktu yang sudah disepakati antara pemberi kredit dan penerima 

kredit. Jangka waktu yaitu batas waktu pengembalian pinjaman 

kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu juga 

dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi tertentu nasabah. 

                                                           
34

 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Edisi Revisi 2014 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 
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Terdapat beberapa jangka waktu yang ditentukan bank. Yaitu 

jangka pendek (dibawah 1 Tahun), jangka menengah (1 sampai 3 

Tahun) dan jangka panjang (di atas 3 Tahun). 

4) Risiko  

Risiko yang dimaksut disini yaitu apabila terjadi tenggang 

waktu, maka pengembalian kredit akan mengalami risiko kredit 

macet atau tunggakan. Semakin lama suatu jangka waktu 

pinjaman, maka risikonya juga besar, begitu pula sebaliknya.  

5) Balas jasa 

Balas jasa yang biasa disebut dengan bunga bagi bank 

konvensional dan bagi hasil bagi bank syariah merupakan 

keuntungan atau pendapatan bank dari pemberian suatu kredit. 

Selain dari balas jasa, bank juga mendapat keuntungan dari 

administrasi kredit.
35

 

c. Tujuan Kredit 

dalam pemberian kredit terdapat beberapa tujuan kredit yang 

juga termasuk dalam misi dari bank tersebut didirikan. Adapun 

beberapa tujuan kredit sebagai berikut: 

1) Mencari keuntungan 

Mencari atau meOmperoleh keuntungan merupakan tujuan 

utama dari pemberian kredit. Hasil keuntungan diperoleh dari 

bunga dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada 
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nasabah. Keuntungan merupakan hal yang penting untuk 

perkembangan suatu bank. 

2) Membantu usaha nasabah 

Membantu usaha nasabah merupakan tujuan selanjutnya 

bagi nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk suatu 

investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana yang diberikan, 

maka nasabah dapat meningkatkan usahanya. Hal ini sama-sama 

menguntungkan kedua belah pihak , baik bagi bank maupun 

nasabah. 

3) Membantu pemerintah 

Tujuan yang selanjutnya yaitu membantu pemerintah dalam 

berbagai bidang. Semakin banyak pinjaman atau kredit yang 

diberikan oleh pihak bank, maka semakin baik pula peningkatan 

pembangunan di berbagai sektor terutama di sektor riil.
36

 

d. Fungsi kredit 

Selain tujuan kredit juga terdapat juga fungsi kredit. Adapun 

beberapa fungsi kredit sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan pemberian kredit uang maka dapat meningkatkan 

daya fungsi atau guna uang, dimana jika uang hanya disimpan saja 

tidak dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Jika kredit uang 
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tersebut digunakan dapat menghasilkan suatu barang atau jasa bagi 

penerima kredit. 

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Untuk hal ini uang yang diberikan akan beredar dari 

wilayah satu ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah yang 

mengalami ketiadaan uang dengan memperoleh kredit maka daerah 

tersebut akan mendapat tambahan uang dari daerah yang lain. 

3) Untuk meningkatkan daya guna barang 

Suatu kredit yang diberikan oleh pihak bank dapat 

digunakan oleh nasabah untuk mengolah suatu barang yang 

awalnya tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat. 

Kredit juga memperlancar dan meningkatkan peredaran 

barang dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga jumlah 

barang yang beredar bertambah. 

4) Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan adanya pinjaman atau kredit yang diberikan akan 

meningkatkan jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. 

Dengan  demikian kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas 

ekonomi. 

5) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Dengan memperoleh pinjaman atau kredit nasabah 

bergairah untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. 

6) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 
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Semakin banyaknya suatu pinjaman atau kredit yang 

diberikan, maka akan semakin baik dalam meningkatkan 

pendapatan. 

7) Untuk meningkatkan hubungan Internasional 

Untuk hal kredit atau pinjaman internasional akan dapat 

menumbuhkan sikap saling membutuhkan atau kerja sama antara 

negara satu dengan negara lainnya.
37

 

3. Simpan Pinjam 

a. Pengertian Simpan Pinjam  

Kata simpan pinjam berasa dari dua kata : simpanan dan  

pinjaman. Simpanan menjadi modal bagi koperasi, berbeda dengan 

perusahaan pada umumnya yang menggunakan saham sebagai 

kepimilikan modal. 

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada 

ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Dahulu 

masyarakat pada umumnya dalam keadaan miskin sehingga 

kemampuan modal untuk usaha mandiri dibentuk melalui simpanan. 

Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam 

UU adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.
38

  

Sedangkan simpan pinjam dalam koperasi lebih di kenal 

dengan koperasi kredit yaitu bertujuan untuk menerima tabungan dan 

memberi pinjaman kepada para anggota dengan syarat-syarat yang 
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mudah dan dengan bunga yang rendah. Sementara pengertian yang di 

kehendaki dalam bahasa ini bukanlah sebagaimana yang tersurat 

dalam pengertian, karena dalam koperasi pun tidak ada aturan baku 

tentang mekanisme simpan pinjam secara keseluruhan, yang ada 

hanyalah aturan simpan pinjam meminjam, meskipun dalam sejumlah 

pinjaman di potong 10 % untuk simpanan pokok dan simpanan wajib 

bagi setiap peminjam.  

Pinjam meminjam dalam Islam diketahui dengan istilah ariyah. 

Menurut bahasanya ariyyah atau ariyah diartikan dengan beberapa 

makna yaitu :  

1. Ariyah adalah barang yang dipinjam oleh umat manusia secara 

bergiliran antara mereka. Perkataan itu diambil dari masdar at-

ta‟awur dengan memakai artinya perkataan at-tadawul. 

2. Ariyah adalah barang yang dituju oleh orang yang meminjam. Jadi 

perkataan itu diambil dari akar kata „arahu-ya‟ruhu-„,urwan. 

3. Ariyah adalah barang yang pergi dan dating secara cepat. Diambil 

dari akar kata‟ara yang artinya pergi dan datang secara cepat. 

Itulah makna dan perkataan ariyah yang shahih.
39

 

Adapun pinjaman secara terminologi bahwa pinjam meminjam 

adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk di 
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ambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar dapat di  

kembalikan zat barang itu
40

. 

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha 

simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, 

calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau 

anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi kegiatan 

penarikan/penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut 

dalam bentuk pinjaman. 

b. Dasar Hukum Pinjam Meminjam 

 Meminjamkan pada hakekatnya merupakan sebagian amal kebaikan 

yang di kehendaki oleh kemanusiaan. Sebab umat manusia tentu 

membutuhkan pertolongan dari sebagian mereka terhadap yang lain. 

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam 

meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan Alqur’an dan 

sunnah Nabi Muhammad saw. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah  

ayat 2 yang artinya :  

“Bertolong –tolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa,dan janganlah 

bertolong-tolong dalam dosa dan pelanggaran “.
41

  

Sedangkan dalam Hadis Rasulullah saw, bersabda yang artinya : 

“Hadist Hanad dan Ali bin Hujr menceritakan kepada kami,mereka 

berkata:Ismail bin Assy menceritakan kepada kami dari Syurahbil bin 
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Muslim Al- Khaulani dari Abu Ummah berkata: saya mendengar 

Rasulullah saw. Bersabda di dalam khutbahnya yaitu pada tahun Haji 

Wada’; pinjaman itu harus di kembalikan, pinjaman (hutang) wajib 

mengembalikan hutang, dan hutang itu wajib di bayar”. 

 (HR. Turmudz i).
42

 

 

c. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam  

Sah tidaknya suatu perbuatan tergantung pada kelengkapan dan 

kesempurnaan rukun dari perbuatan itu sendiri. Demikian pula dengan 

pinjam meminjam, sah tidaknya pun tergantung pada kesempurnaan 

rukunrukunnya. 

 Adapun rukun pinjam meminjam adalah : 

 1. Adanya pihak yang meminjamkan disebut mu‟ir. 

 2. Adanya pihak yang meminjam ( peminjam) di sebut musta‟ir.  

3. Adanya objek/barang yang di pinjamkan disebut mu‟ar.  

4. Ijab dan kabul atau sighat.  

Syarat-syarat perjanjian pinjam meminjam antara lain :  

1. Bagi pihak yang meminjamkan (mu‟ir)  

a. Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya,anak kecil dan orang 

yang dipaksa tidak sah meminjamkan.  

b. Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh orang yang 

meminjamkan,walau dengan jalan wakaf atau menyewa sekalipun, 

karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan 

bersangkutan dengan zat. Oleh karenanya yang meminjam tidak boleh 
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meminjamkan barang yang dipinjaminya,karena manfaat barang yang 

dipinjam bukan miliknya.
43

 

d.  Hak dan Kewajiban Peminjam  

Peminjam berhak atas barang yang dipinjamkan kepadanya selain 

tenggang waktu yang diberikan kepadanya, dan tentunya hak itu 

dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak merusak barang tersebut,karena 

yang dapat kita miliki hanyalah manfaat dari barang tersebut,karena 

yang dapat kita miliki hanyalah manfaat dari barang tersebut. 

Sedangkan kewajiban peminjam adalah mengembalikan barang 

pinjaman,setelah ia mendapatkan manfaat yang ia perlukan.
44

 

4. Sistem Tanggung Renteng 

a. Pengertian sistem tanggung renteng 

Tanggung renteng adalah tanggung jawab antara anggota 

kelompok dalam memenuhi kewajiban bersama dengan berdasarkan 

sikap keterbukaan dan saling percaya satu sama lain. Jika terdapat 

penyimpangan dalam kelompok, akibatnya semua anggota kelompok 

harus menanggungnya.
45

 

Tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama diantara 

anggota disatu kelompok atas semua kewajiban kepada koperasi atas 

dasar saling terbuka dan saling percaya. Dalam istilah hukum, 
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tanggung renteng bertujuan untuk manangani secara bersama hutang 

yang wajib dibayarkan. Memang dasarnya tanggung renteng yaitu 

hutang atau pinjaman yang bersifat kolektif yang memiliki keharusan 

membayarkan hutang atau pinjaman tersebut kepada pihak yang 

berpiutang atau memiliki tagihan agar segera lunas semua hutangnya. 

Dalam kamus asuransi, tanggung renteng adalah joint liability 

yaitu tanggung jawab yang diserahkan atau dibebankan kepada lebih 

dari satu orang.
46

 

Dalam pasal 1278 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata) : 

“Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan 

tanggung-renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika 

didalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing 

diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang 

pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan 

orang yang berutang meskipun  perikatan menurut sifatnya 

dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa berpiutang tadi”. 

 

b. Nilai-nilai sistem tanggung renteng 

Terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sistem 

tanggung renteng sebagai berikut :
47

 

1) Kekeluargaan  

Memiliki sifat kekeluargaan dan sikap gotong royong 

sesama anggota. 
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2) Keterbukaan  

Memiliki sifat keterbukaan dan memiliki sikap berani dalam 

mengutarakan pendapat. 

3) Disiplin  

Memiliki sikap disiplin, memiliki sikap tanggung jawab dan 

harga diri, dan memiliki rasa percaya diri terhadap anggota 

lainnya. 

4) Jiwa Pemimpin/ Leadership 

Secara tidak langsung memiliki jiwa pemimpin atau 

leadership di kalangan anggota. 

c. Unsur-unsur tanggung renteng 

Dalam tanggung renteng terdapat unsur-unsur juga di dalamnya 

diantaranya sebagai berikut:
48

 

1) Kelompok  

Dalam hal berkelompok biasanya anggota sendiri yang 

berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Keberadaan 

kelompok terbukti dari adanya aktifitas-aktifitas kegiatan 

kelompok seperti pertemuan kelompok yang diadakan secara 

teratur dan konsisten. 

2) Kewajiban  

Dalam hal kewajiban, anggota memiliki tanggung jawab 

untuk membayar cicilan dari piutang yang diberikan oleh lembaga 
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tersebut. Yang membedakannya yaitu terletak pada sistem 

pengelolaannya dimana kelengkapan kewajiban pembayaran 

cicilan di suatu kelompok menjadi tanggung jawab bersama semua 

anggota kelompok tersebut. 

3) Peraturan  

Dalam hal peraturan, setiap anggota kelompok harus 

mentaati dan mematuhi peraturan yang sudah tercatat dalam 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yaitu 

pedoman yang berisi tentang aturan-aturan bagi setiap anggota 

kelompok atau organisasi dalam melaksanakan kegiatan kelompok 

atau organisasi tersebut. 

d. Tujuan sistem tanggung renteng 

Adapun tujuan-tujuan yang terdapat dalam tanggung renteng 

yaitu sebagai berikut :
49

 

1) Untuk meningkatkan dan memajukan usaha masyarakat supaya 

lebih maksimal. 

2) Memotivasi masyarakat agar berwirausaha. 

3) Dapat digunakan oleh masyarakat yang kekurangan modal. 

4) Agar kehidupan masyarakat lebih baik. 

4) Kelompok  

Dalam hal berkelompok biasanya anggota sendiri yang 

berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Keberadaan 
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kelompok terbukti dari adanya aktivitas kegiatan kelompok seperti 

pertemuan kelompok yang diadakan secara teratur dan konsisten. 

5) Kewajiban  

Dalam hal kewajiban, anggota memiliki tanggung jawab 

untuk membayar cicilan dari piutang yang diberikan oleh lembaga 

tersebut. Yang membedakannya yaitu terletak pada sistem 

pengelolaannya dimana kelengkapan kewajiban pembayaran 

cicilan di suatu kelompok menjadi tanggung jawab bersama semua 

anggota kelompok tersebut. 

6) Peraturan  

Dalam hal peraturan, setiap anggota kelompok harus 

mentaati dan mematuhi peraturan yang sudah tercatat dalam  

(AD-ART) yaitu pedoman yang berisi tentang aturan-aturan bagi 

setiap anggota kelompok atau organisasi dalam melaksanakan 

kegiatan kelompok atau organisasi tersebut. 

e. Tujuan sistem tanggung renteng 

Adapun tujuan-tujuan yang terdapat dalam tanggung renteng 

yaitu sebagai berikut :
50

 

1) Untuk meningkatkan dan memajukan usaha masyarakat supaya 

lebih maksimal. 

2) Memotivasi masyarakat agar berwirausaha. 

3) Dapat digunakan oleh masyarakat yang kekurangan modal. 
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4) Agar kehidupan masyarakat lebih baik. 

f. Tanggung Renteng Dalam Islam 

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. 

Akan tetapi dalam fiqih muamalah terdapat istilah “kafalah”. Kata 

kafalah disebut juga dengan daman (jaminan), hamalah (beban), 

za‟amah (tanggungan). Secara syara’ kafalah bermakna penggabungan 

tanggungan seorang kafil dan tanggungan seorang asil untuk 

memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu 

pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut ”kafalah”, dimana 

unsur-unsur yang terdapat di dalamnya harus mensyaratkan adanya 

kafil, asil, makful lahu, dan makful bihi. 

Kafil disini adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi 

tuntutan makful bihi atau orang yang ditanggung. Seorang kafil 

diharuskan memenuhi kriteria balig, berakal, berwenang penuh atas 

urusan hartanya dan rela dengan adanya kafalah. asil adalah orang 

yang berutang yang akan ditanggung, persyaratan atau kriteria yang 

berlaku untuk kafil tidak diharuskan ada pada diri asil. Sedangkan 

makful lahu adalah orang yang memberikan utang. Pihak penjamin 

disyaratkan untuk mengenalnya, dan makful bihi adalah orang, barang 

atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung. 

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun Al-Kafalah satu, 

yaitu ijab dan kabul.  
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Pertanggungan atau kafalah dalam syari’at Islam ada dua 

macam: 

1) Kafalah dengan jiwa, yakni komitmen kafil untuk menghadirkan 

orang yang ditanggung kepada makful lahu.  

2) Kafalah dengan harta, yakni komitmen kafil atas kewajibannya 

untukmenjaminnya dengan harta. kafalah jenis ini ada tiga macam:  

a) Kafalah bid-dayn, yakni komitmen kewajiban pembayaran 

utang yang menjadi tanggungan orang lain.  

b) Kafalah dengan barang atau kafalah dengan penyerahan, yakni 

komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada 

ditangan orang lain. 

c) Kafalah bid-darak (penyusulan).
51

 

5. Koperasi   

a. Pengertian Koperasi 

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi 

(cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya kerja 

sama. Ada juga yang mengartikan dalam makna lain yaitu menolong 

satu sama lain (to help one another) atau saling bergandengan tangan 

(hand in hand).
52

 

Dalam Undang-Undang Koperasi tahun 1967 No. 12 Tentang 

Pokok-Pokok Perkoperasian yaitu sebagai berikut : 
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“Koperasi Indonesia merupakan organisasi ekonomi rakyat yang 

berjiwa sosial, terdiri dari kelompok orang-orang atau lembaga-

lembaga hukum koperasi yang merupakan rangkaian ekonomi sebagai 

usaha bersama dengan berdasar asas kekeluargaan“.
53

 

 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa: 

 “Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan 

orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, 

sekaligus sebagai, gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan 

atas asas kekeluargaan”. 

 

Koperasi di Indonesia pada awalnya dipelopori oleh R. Aria 

Wiriaatmaja pada tahun 1895 yang merupakan seorang patih yang 

berasal dari daerah Purwokerto. Kemudian disusul dengan berdirinya 

Boedi Oetomo pada tahun 1908 dan Serikat Islam pada tahun 1913. 

Pemerintah Belanda menerbitkan suatu Peraturan Koperasi No. 431 

Tahun 1915. Kemudian dibentuk Panitia Koperasi. Panitia Koperasi 

menghasilkan Peraturan Koperasi No. 91 Tahun 1927 yang dipimpin 

oleh Dr. J.H. Boeke.54 

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak awal 

pengaturan mengenai Koperasi. Pada tahun 1945 Indonesia merdeka 

kemudian menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang memberikan pengaturan secara jelas 

mengenai perekonomian bangsa dengan berdasarkan atas asas 

                                                           
53

 Panji Anoraga,  Dinamika Koperasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 4. 
54

 R.T. Sutantya Rahardja Handhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 

2002), 18. 



 

 
 

46 

kekeluargaan. Asas tersebutlah yang dinyatakan oleh Drs. Moh. Hatta 

sebagai cerminan koperasi. Peraturan mengenai koperasi terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tujuan 

utamanya adalah untuk meningkatkan kemandirian lembaga koperasi 

di Indonesia.
55

 

Pada era global ini, pengaturan tentang koperasi juga sempat 

mengalami perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi 

(MK) membatalkannya. Tak tanggung-tanggung, yang dibatalkan 

adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tersebut. Selain karena 

berjiwa korporasi, Undang-Undang Perkoperasian telah 

menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi 

ciri khas koperasi.
56

Untuk mengisi kekosongan hukum, maka 

diberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian berdasarkan putusan nomor 28/PUU-XI/2013. Koperasi 

dianggap sangat penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia 

untuk memajukan kesejahteraan nasional. Koperasi merupakan 

gerakan ekonomi yang memegang teguh asas kekeluargaan. Anggota 

koperasi menjadi prioritas utama bagi koperasi yang menaungi. 

Koperasi berupaya secara optimal untuk dapat memperjuangkan dan 

mencapai segala kepentingan anggota koperasi secara bersama-sama. 
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Koperasi juga dibentuk sebagai suatu perwujudan demokrasi ekonomi 

sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dan menjadi penopang 

perekonomian nasional yang tangguh dan kokoh. 

b. Peran Koperasi 

Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi kerakyatan di 

Indonesia telah tumbuh dan berkembang hampir disebagian besar 

daerah di Indonesia. Tidak terkecuali, kemungkinan Koperasi juga ada 

dan banyak beroperasi di daerahdaerah, sehingga keberadaan Koperasi 

akan menjadi tumpuan harapan masyarakat sekitar untuk dapat dengan 

cepat ikut berperan dan membantu memberikan stimulan pemulihan 

dan pemberdayaan ekonomi rakyat, di saat masyarakat. Koperasi, 

sebagai organisasi yang memiliki infrastruktur lengkap, seperti 

lembaga Pembina yang ada di Dinas Koperasi dan UKM.
57

  

Peranan koperasi Indonesia yang berdasar kekeluargaan 

(kegotongroyongan) harus semakin ditingkatkan, agar dapat 

mempertinggi taraf hidup paran aggotanya   dan masyarakat pada 

umumnya.Untuk itu kecerdasan rakyat atau masyarakat harus 

ditingkatkan, sebagai upaya menuju kepada kesadaran untuk 

berkoperasi.
58
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian kualitatif. Dimana data yang dikumpulkan bukan 

berupa angka-angka melainkan berupa wawancara, observasi dan berupa 

dokumen-dokumen lainnya. Penelitian yang menggunakan metode penelitian 

kualitatif , data yang didapat sangat mendasar, karna sesuai dengan fakta dan 

realita yang ada. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak didapat 

dari perhitungan angka dan hitungan-hitungan lainnya.
59

 

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Peneliti memilih menggunakan pendekatan ini agar 

peneliti dapat mendeskripsikan hasil dari data yang terkumpul baik dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu pendekatan deskriptif 

termasuk dalam metode penelitian yang mudah dan sudah biasa digunakan 

oleh peneliti-peneliti lainnya yang mengumpulkan data langsung ke lapangan. 

Dan data yang dikumpulkan bukan berupa angka sehingga dalam penyusunan 

laporan penelitian tersebut dapat tersusun dengan kalimat yang rapi dan 

terstruktur.
60
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini hendak 

dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita Sekar Kartini 

yang terletak di Jl. Sriwijaya No. 4, Kali Oktak, Karangrejo, Kecamatan 

Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124. 

C. Subjek Penelitian 

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data 

penelitian ini antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian ini 

diterima langsung dari subjek yang akan diteliti dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang tepat dan nyata.
61

 

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sistem tanggung 

renteng yang di terapkan di Koperasi Wanita Sekar Kartini Jember dalam 

menangani kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam. Data primer 

yang didapat dilakukan dengan cara mewawancarai pengurus koperasi 

yang diwakilkan oleh bagian sekretaris dan juga beberapa karyawan di 

Koperasi Wanita Sekar Kartini Jember. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung.
62

 Dimana data ini terkumpul dari mambaca buku, jurnal, artikel 
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dan lain-lainnya. Yang mana data ini digunakan untuk memenuhi data 

primer. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam mendapatkan 

data sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik dalam pengumpulan data yang 

didapat dari bertanya kepada informan langsung yang berperan penting 

dalam bidang yang akan diteliti.
63

  

Wawancara dibagi menjadi tiga bagian diantaranya wawancara 

terstruktur yaitu instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif dan jawabannya sudah disiapkan, wawancara tidak 

terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun sistematis, yang 

terakhir adalah wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang lebih 

bebas dari wawancara terstruktur. 
64

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. 

Dalam penelitian kali ini yang menjadi informan dan diwawancarai 

langsung oleh peneliti adalah Ibu Emy Yuliati, S.TP. selaku pengurus dari 

Koperasi Wanita sekar Sartini bagian sekretaris. Ibu Luluk Heni Miswati 
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selaku Petugas Pendamping Kelompok (PPK). Dan beberapa karyawan 

dari Koperasi Wanita Sekar Kartini. 

2. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang 

akan diteliti. Instrument yang digunakan adalah lembar pengamatan.
65

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam hal ini adalah suatu catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dimana dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya lainnya. Dari dokumentasi kita bisa mendapat data 

tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Adapun dokumentasi yang didapat oleh peneliti berasal dari 

berkas-berkas yang ada ditempat penelitian maupun diluar tempat 

penelitian yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan. Disini peneliti juga meminta dokumen–dokumen dari tempat 

penelitian yaitu di Koperasi Wanita Sekar Kartini guna untuk mendukung 

kebenaran atau keakuratan data melaui wawancara dan observasi yang 

dilakukan peneliti. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mencari dan mengatur data yang 

didapat dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan hal lainnya. 
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Sehingga dapat dengan mudah difahami dan hasil dari penelitiannya dapat 

diperkenalkan kepada orang lain.
66

 

Adapun tahapan-tahapan dari analisis data yaitu sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

Yaitu proses dalam pemilihan pusat perhatian pada simplifikasi 

atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transfigurasi data data kasar yang 

didapat dari catatan-catatan lapangan yang berlangsung secara terus 

menerus selama dalam proses penelitian sampai pembuatan laporan. 

2. Penyajian data  

Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat 

diagram, skem a atau teks yang bersifat naratif, penyajian yang baik 

merupakan cara utama dari analisis kualitatif yang valid. 

3. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu bagian dari suatu wujud atau kegiatan 

yang utuh, kesimpulan diharapkan menjadi suatu temuan yang baru yang 

masih belum pernah ada.
67

 

F. Keabsahan Data 

Dalam hal ini, suatu validitas data atau biasa disebut dengan keabsahan 

data sangat berpengaruh besar dalam memastikan dari hasil akhir suatu 

penelitian. Sehingga untuk mendapatkan data yang sudah benar dan mendasar 

diperlukan suatu metode untuk memeriksa keabsahan data tersebut. Dengan 
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metode ini, maka data yang sudah didapatkan dapat diketahui keabsahan 

datanya. 

Pengabsahan ini sangat berguna untuk membuktikan bahwasannya 

yang sedang dipahami atau diamati dengan yang sedang diteliti dengan cara 

wawancara, observasi, maupun dokumentasi sudah sesuai dengan yang 

sebenarnya. Dalam hal ini, teknik yang digunakan dalam mendapatkan 

validitas data yaitu dengan teknik triagulasi. Adapun triagulasi menurut 

Moleong adalah pemeriksaan validitas data atau keabsahan data dengan cara 

memanfaatkan sesuatu yang berbeda diluar dari data yang dibutuhkan sebagai 

pembuktian atau perbandingan pada data tersebut.
68

 

G. Tahap-Tahap Penelitian  

Adapun tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap sebelum lapangan 

Tahap sebelum lapangan adalah tahap yang dilakukan oleh penulis 

sebelum melakukan suatu penelitian di lapangan atau tempat yang akan 

dituju dalam melakukan penelitian. Dengan kata lain, tahap ini adalah 

tahap dimana penulis harus menentukan suatu topik penelitian, 

menetapkan fokus dari penelitian tersebut, dan lain sebagainya.  

2. Tahap kegiatan lapangan 

Tahap kegiatan lapangan yaitu tahap dimana penulis turun langsung 

ke tempat penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data yang 
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dibutuhkan dalam penelitian. Seperti melakukan wawancara dengan 

narasumber, melakukan observasi dan dokumentasi. 

3. Tahap analisis data 

Tahap analisis data yaitu tahap dimana penulis menganalisis data 

data yang diperoleh dan menggambarkan hasil dari penelitian tersebut. 

Apabila data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sudah terkumpul 

dan dirasa cukup. 

4. Tahap penulisan laporan 

Tahap penulisan laporan yaitu tahap terakhir setelah semua data-

data penelitian sudah terkumpul dan sudah dianalisa oleh penulis dan 

sudah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Dan langkah 

selanjutnya yaitu membuat laporan sesuai dengan pedoman penulisan 

laporan yang berlaku. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Wanita Sekar Kartini Jember 

Koperasi Wanita Sekar Kartini berdiri pada tanggal 21 April 1979, 

dipelopori oleh sekelompok ibu rumah tangga yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu khususnya dan masyarakat umumnya. 

Pada tanggal 9 Maret 1983 Koperasi Wanita Sekar Kartini resmi 

menjadi anggota Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI) 

dan pada tanggal 16 Januari 1989 diterbitkan Badan Hukum Koperasi 

nomor 6478/BH/II/89. Dengan adanya tekad kuat dari pengurus maupun 

anggota, pada tanggal 17 Oktober 1999 Koperasi Wanita Sekar Kartini 

memiliki gedung sendiri yang terletak di Jalan Sriwijaya VIII/4 Jember.
69

 

Awal kegiatan Koperasi Wanita Sekar Kartini adalah Simpan 

Pinjam yang sifatnya masih terbilang sederhana, begitu juga dengan 

sistem organisasinya. Kemajuan Koperasi Wanita Sekar Kartini diawali 

semenjak mendapatkan informasi banyak tentang koperasi wanita dan 

Puskowanjati, sehingga pada Tahun 1990 mulai dipelopori penggunaan 

Sistem Tanggung Renteng. Koperasi Wanita Sekar Kartini berada dibawah 

binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 

Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama 

diantara para anggota di satu kelompok atas semua kewajiban terhadap 
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koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Sistem 

tanggung renteng membangun karakter dan pekerti positif yang menjadi 

nilai dasar dalam aktivitas berkoperasi. Hal ini dilaksanakan dengan 

dukungan dari sikap, perilaku, komunikasi asertif atau tegas dan 

kemampuan untuk menghargai pihak lain.
70

 Adapun nilai-nilai yang 

terkandung dalam sistem tanggung renteng yaitu : 

a. Kebersamaan 

b. Keterbukaan  

c. Musyawarah 

d. Saling percaya 

e. Disiplin 

f. Tanggung jawab 

Penerapan sistem tanggung renteng di koperasi ini menjadi alat 

kontrol atau sebuah kendali bagi koperasi dalam dinamika anggota dan 

keuangan koperasi tersebut. Sehingga terdapat 3 unsur tanggug renteng 

yang harus dipenuhi yaitu: 

1) Adanya kelompok tanggung renteng yang kehadirannya dibuktikan 

dengan kegiatan pertemuan kelompok yang diadakan secara rutin. 

2) Keharusan yang wajib dipenuhi meliputi keharusan sebagai anggota 

koperasi dengan berpartisipasi aktif dalam koperasi yaitu partisipasi 

dalam permodalan, partisipasi organisasi maupun partisipasi dalam 

memanfaatkan jasa usaha yang terdapat di koperasi. 
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3) Peraturan yang dimaksud untuk menjaga hubungan antara anggota dan 

kelompok, serta menjaga dan memelihara keberadaan kelompok 

tanggung renteng. Namun peraturan-peratuan yang dibuat oleh 

kelompok tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sudah 

ditetapkan oleh koperasi. 

Hasil dari penerapan sistem tanggung renteng dapat membuat asset 

yang dimiliki oleh koperasi dijamin lebih aman dan terkendali karena 

anggota rutin membayar kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi oleh 

setiap kelompok.  

Koperasi Wanita Sekar Kartini memiliki Visi, Misi, dan Motto 

yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Berikut adalah Visi, 

Misi dan Motto tersebut:
71

 

Visi : menjadi koperasi yang sehat, tangguh, berkembang baik, mandiri 

serta mengutamakan kesejahteraan anggota. 

Misi : meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam semua bidang 

kehidupan dengan kebersamaan melalui dukungan pembiayaan, 

pembinaan dan pendidikan. 

Motto : terus berkarya untuk menggapai anggota sejahtera. 

Koperasi Wanita Sekar Kartini terletak di Jl. Sriwijaya 8 No. 4, 

Kali Oktak, Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa 

Timur 68124. Koperasi Wanita Sekar Kartini saat ini terdiri dari 1.262 

nasabah yang kesuluruhan anggotanya adalah wanita dan terdiri dari 
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beberapa anggota pria sebatas anggota luar. Jumlah anggota Koperasi 

Wanita Sekar Kartini mengalami penurunan dari 2 tahun terakhir. Dan 

tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Jember.
72

 

Tabel. 4.1 Perkembangan Anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini 

TAHUN JUMLAH ANGGOTA JUMLAH KELOMPOK 

2014 1.177 Orang 53 Kelompok 

2015 1.240 Orang 55 Kelompok 

2016 1.305 Orang 64 Kelompok 

2017 1.328 Orang 69 Kelompok 

2018 1.413 Orang 71 Kelompok 

2019 1.318 Orang 71 Kelompok 

2020 1.262 Orang 62 Kelompok 

2021 1.249 Orang 63 Kelompok 

 

Sumber : Brosur Koperasi Wanita Sekar Kartini  

 

Tabel. 4.2 Wilayah Kerja Koperasi Wanita Sekar Kartini 

NO KECAMATAN JUMLAH KELOMPOK 

1. Kaliwates 18 Kelompok 1,4,5,10,11,17,22,26,33,51,59,64,66,

80,83 

2. Mayang 3 Kelompok 16,78,61 

3. Patrang 14 Kelompok 3,18,37,50,57,62,75,77,91 

4. Rambipuji 1 Kelompok 12 

5. Sumbersari 30 Kelompok 2,7,9,14,19,23,24,25,27,34,35,39,40,

46,47,49,52,53,54,55,60,68,69,71,72

,73,74,76,82,87,95,96 

6. Sukowono   1 Kelompok 81 

7. Sukorambi 3 Kelompok      88 

 

Sumber : Brosur Koperasi Wanita Sekar Kartini 

 

2. Struktur Organisasi Koperasi Wanita Sekar Kartini 

Dalam sebuah organisasi, struktur organisasi merupakan hal 

penting. Dikarenakan ketika sebuah organisasi atau badan usaha tidak 

memiliki suatu sistem manajemen maka tujuan dari organisasi tersebut 
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tidak akan pernah berjalan seimbang. Hal ini mungkin yang menjadi 

alasan dari adanya struktur organisasi di Koperasi Wanita Sekar Kartini 

 

Bagan 4.3 Struktur Organisasi Koperasi Wanita Sekar Kartini 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Garis wewenang    : 

Garis pengawasan   :  

Garis koordinasi    :  

Garis pelayanan   :  

Garis pelayanan pembinaan :   

 

a.  

Rapat Anggota 

Pengurus  

Pengawas  

PPK Karyawan 

Anggota  
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b. Susunan Pengurus Periode 2018-2021 Koperasi Wanita Sekar Kartini
73

 

Ketua I   : Siti Nuryani 

Kasir II   : Ariyati Karinda W.,S.TP. 

Sekretaris   : Emy Yuliati, S.TP. 

Bendahara I   : Ir. Sri Budhiyanti 

Bendahara II   : Tri Prasetyaningrum, S.Si 

c. Susunan Pengawas Koperasi Wanita Sekar Kartini 

Ninik Dwi Handayani, Amd  

Elisabeth Yunita, SE.   

Rudiyah Rahayu, SE.   

d. Petugas Pendamping Kelompok (PPK) Koperasi Wanita Sekar Kartini 

Luluk Heni Miswati 

Ririh Udi Andayani, S.Pd. 

Nanik Yuliwati 

Sari Rahmawati, S.Pd. 

Bekti Setyorini 

e. Susunan Karyawan Koperasi Wanita Sekar Kartini 

Kepala Kantor dan Piutang  : Tjitjik Sulistyorini, Amd. 

Staf Simpan Pinjam (tabungan) : Yunda Firdausy, SE. 

Staf Simpan Pinjam (tagihan) : Bayu Kusuma W, SS. 

Kasir I     : Tjitjik Sulistyorini, Amd. 

Kasir II    : Riska Surya Putri 
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Staf Akuntansi Unit SP  : Melati Indah F., SE. 

Staf Kesekretariatan   : Selly Tri P., S.Pt. 

Staf Informasi Tehnologi  : Putri Oktavia G, Amd. 

Staf Akuntansi Unit Toko  : Iswardani Anjar P., Amd. 

Kasir Unit Toko   : Kurnia Ainun Fitrah, SST. 

Staf Unit Toko (gudang)  : Bagus Widya 

Sopir      : Tri Agung Santoso 

Pesuruh     : Khusnul Khotimah
74

 

f. Penanggung Jawab Kelompok (PJK) 

Tabel 4.3 PJK Koperasi Wanita Sekar Kartini Jember 

NO NAMA KLP NO NAMA KLP 

1. Umi Rosida, S.Pd 1 33. Muzenah  52 

2. Farida Tri Wahyuni 2 34. Yulia Ayudhi 53 

3. Lila Dewi Sudargono 3 35. Angela Lurensia, S.Sos 54 

4. Anna Setyawati 4 36. Mudji Astuti 55 

5. Rahayu 5 37. Anita Sylvia 57 

6. Arifaningtyas, S.E 7 38. Lusia Prihatini 59 

7. Rani Tri Sulistyowati 9 49. Yenny Eka Mayasari, 

S.Si 

60 

8. Rufika Sari 10 40. Dyah Ratnaningtyas, SP 61 

9.  Halimatus 11 41. Winanti Rahayu 62 

10. Satumi  12 42. Lesmi Dwi Artanti 64 
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11. Dyah Endang Pertiwi 14 43. Sri Poerwanti 66 

12. Kunsuruliah  16 44. Diana Rusfianti 68 

13. Iriana Prihatini, S.Sos 17 45. Eny Sulastri 69 

14. Ida Latifah Sunardi 18 46. Ika Fitriana 71 

15. Yenny Yanuar 19 47. Indah Arini 72 

16. Emi Whyuni Yunus 22 48. Hastuti Eko Wardhani, 

SE 

73 

17. Dra Hj. Dina Hartati, 

M.M 

23 49. Nuvy Wahyuni 75 

18. Surasmiyati 24 50. Mimien Prhatiningtyas 76 

19. Winih S Iswandari, 

SE.S.Kom 

25 51. Minuk Hariyati 77 

20. Wiwik Suhartiwi 26 52. Kusnia Inayaturrohmah, 

S.Pd 

78 

21. Djuhariyah  27 53. Siti Sumiati 80 

22. Ries Yudhi Hapsari 33 54. Astris Kusuma Sari, SE 82 

23. Yuli Atmini 34 55. Siti Maulida 83 

24. Ruri Hapsari 35 56. Nuning Lolita 87 

25. Maria Cecilia A Soetari 37 57. Hj. Asiah Widarsih 88 

26. Yuni Sulistiowati 39 58. Rina Triana Yahya, 

S.TP 

91 

27. Sulis Yuni Astutik 40 59. Yanik Retnowati 95 
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28. Warginingsih  46 60. Prihatini Setyowati 96 

29. Inggarlia Utari Devi 47 61. Srindahtik Suhartini 97 

30. Lilis Suryani Djupri 49 62. Liestyanti Agustina 98 

31. Indah Agus Hafiana, SE 50 63. Tri Wahyuti 99 

.32 Rini IY 51 .   

 

Sumber : Brosur Koperasi Wanita Sekar Kartini 

3. Uraian Tugas Pokok Struktur Organisasi Koperasi Wanita Sekar 

Kartini 

a. Rapat Anggota  

Rapat anggota merupakan struktur organisasi pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang mempunyai hak atas memilih 

pengurus dan pengawas koperasi. Pengurus dan pengawas memiliki 

kewajiban untuk melaporkan hasil kinerja atau performanya dalam 

rapat anggota atas kegiatan tahun kemarin atau yang lalu, dan juga 

mengadakan koreksi untuk tahun kerja mendatang atau tahun 

berikutnya. 

Rapat anggota diadakan atas permintaan anggota atau pengurus. 

Rapat anggota dibagi menjadi 4 macam yaitu : 

1) Rapat Anggota Tahunan  

2) Rapat Anggota Rencana Kerja 

3) Rapat Anggota Khusus 

4) Rapat Anggota Luar Biasa 
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b. Pengurus  

Pengurus adalah orang-orang yang dipilih setiap 3 tahun sekali 

oleh anggota koperasi dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 

Pengurus juga memiliki tanggung jawab besar terhadap Koperasi. 

Setiap tahunnya pengurus membuat suatu rancangan kerja yang mana 

hal tersebut dibuat sebagai rencana kegiatan untuk tahun berikutnya 

yang dibahas dalam Rapat Anggota Rencana Kerja (RARK). Dan 

pengurus melaporkan hasil kinerja setiap tahunnya kepada anggota 

koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakasanakan 

setiap akhir tahun. 
75

 

Pada setiap bulannya pengurus juga memiliki tanggung jawab 

dalam evaluasi kinerja para anggota dan juga karyawan koperasi. Hal 

ini dilakukan oleh pengurus selaku untuk mengkontrol anggota 

koperasi dan juga kegiatannya. Sedangkan kontrol yang dilakukan 

terhadap karyawan guna mengawasi jalannya usaha koperasi. 

Sehingga apabila terjadi masalah bisa ditangani dengan cepat dan 

tepat. Pada umumnya pengurus pada koperasi terdiri dari Ketua I, 

Ketua II, Sekretaris, Bendahara I, Bendahara II. 

c. Pengawas  

Pengawas koperasi merupakan pihak yang bertanggung jawab 

dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi dan 

melaporkan dengan membuat laporan tertulis mengenai hasil 
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pengawasannya. Pengawas secara periodik minimal dalam 1 bulan 2 

kali melaksanakan pemeriksaan terhadap jalannya organisasi dan 

usaha pada koperasi  dan juga rutin melakukan sample stok fisik pada 

barang minimal 1 kali dalam sebulan. Pengawas dan pengurus 

koperasi memiliki hubungan koordinasi dimana kedua belah pihak 

harus berkoordinasi satu dan lainnya demi jalannya koperasi. Terutama 

dengan pengurus bagian bendahara, pengawas dan bandahara koperasi 

rutin dalam melakukan kas opname yang dilakasanakan setiap akhir 

bulan. Dikarenakan para pengawas bertanggung jawab dalam 

mengawasi jalannya koperasi yang dijalankan oleh pengurus yang 

telah dipilih oleh anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan 

(RAT). Dan tanggung jawab pengawas koperasi yang sudah dibuat 

dalam laporan tertulis akan dijelaskan pada saat Rapat Anggota.
76

 

Pengawas akan menyampaikan isi dari laporan tertulis pada 

saat Rapat Anggota yang di adakan setiap tiga bulan satu kali 

(triwulan). Pengawas koperasi juga berhak mengingatkan dan menegur 

pengurus koperasi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan 

peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 

ataupun keputusan pada saat Rapat Anggota. Para pengawas juga 

berhak melaporkan segala macam penyimpangan atau penyelewengan 

yang dilakukan oleh pengurus koperasi tanpa memedulikan status 

mereka. 
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d. Petugas Pendamping Kelompok (PPK) 

Petugas Pendamping Kelompok atau yang biasa disebut dengan 

PPK adalah salah satu pengurus koperasi yang bertugas dalam 

mendampingi kelompok-kelompok. Anggota koperasi yang dipilih dan 

di angkat oleh pengurus koperasi sendiri dengan menggunakan Surat 

Keputusan. Fungsi dari PPK ini yaitu untuk penyuluhan dan 

menyampaikan berbagai macam informasi terhadap kelompok dan 

melaporkan perkembangan kelompok pada pengurus.
77

  

Dalam Koperasi Wanita Sekar Kartini terdapat 5 PPK dan 

setiap PPK memiliki tugas menjadi pendamping kelompok yang 

masing-masing memegang 10  kelompok sekaligus. Dan PPK di 

Koperasi Wanita Sekar Kartini sangat berperan penting. Karna PPK 

dapan mewakili pengurus koperasi secara tidak langsung yaitu dengan 

menangani proses peminjaman atau penerimaan anggota atas 

persetujuan anggota kelompok yang lain sehingga keputusan tetap 

berada pada keanggotaan kelompok.  

 PPK akan melakukan pertemuan rutin 1 bulan sekali dan 

menyampaikan informasi tentang keadaan koperasi seperti laporan 

bulanan, informasi agenda dan juga informasi tambahan lain yang 

perlu diketahui oleh anggota. Tanggung jawab PPK terhadap pengurus 

koperasi yaitu melakukan koordinasi setiap akhir bulan dengan 

merangkum hasil dari semua laporan dan menyampaikan progres dari 
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setiap kelompok yang dipegang kemudian dilaporkan kepada 

pengurus. 

e. Penanggung Jawab Kelompok (PJK) 

 Penanggung Jawab Kelompok dipilih oleh anggota kelompok dan 

disahkan oleh pengurus dengn surat keputusan dan bertanggung jawab 

pada pengurus. Masa bakti PJK sampai 3 tahun dan sewaktu-waktu 

dapat diganti apabila ternyata PJK tersebut tidak mampu melakukan 

tugas yang dibebankan dan terbukti melakukan pelanggaran. PJK 

bertanggung jawabatas administrasi, organisasi dan keuangan dari 

masing-masing kelompoknya. PJK beserta anggota kelompoknya 

membuat ketatapan kelompok. 

f. Karyawan 

 Karyawan merupakan bagian penting pada Koperasi 

Wanita Sekar Kartini. Karyawan memiliki tanggung jawab penuh 

terhadap usaha-usaha pada koperasi. Koperasi Wanita Sekar Kartini 

mengangkat karyawan dengan melakukan seleksi penerimaan dan 

harus menunjukkan kinerjanya dalam mengelola koperasi secara 

langsung kepada pengurus. Koperasi Wanita Sekar Kartini memiliki 

beberapa usaha, sehingga karyawan dijadikan tim yang juga memiliki 

struktur. Bagian struktur atau susunan tersebut diantaranya adalah :
78

 

1) Kepala Kantor 

2) Kasir I 
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3) Kasir II 

4) Staf Simpan Pinjam (Tabungan) 

5) Staf Simpan Pinjam (Tagihan) 

6) Staf Akuntansi Unit Simpan Pinjam 

7) Staf Kesekretariatan 

8) Staf Informasi Teknologi 

9) Staf Akuntansi Unit Toko 

10) Kasir Unit Toko 

11) Staf Unit Toko (Gudang) 

12) Sopir  

13) Pesuruh  

g. Anggota Koperasi  

Anggota koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang 

sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang anggota. Syarat-

syarat dan ketentuan dalam menjadi anggota harus dipenuhi anggota 

sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Koperasi Wanita 

Sekar Kartini. 
79

 

Di Koperasi Wanita Sekar Kartini setiap anggota dibagi 

kedalam beberapa kelompok kecil. Dimana  setiap kelompoknya 

terdiri dari 15 sampai 35 orang, setiap kelompok-kelompok tersebut 

terdiri dari anggota dalam satu wilayah. Saat ini di Koperasi Wanita 

Sekar Kartini terdapat sebanyak 63 kelompok yang tersebar di 
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beberapa wilayah di Jember. Pembagian kelompok-kelompok ini 

bertujuan untuk memudahkan koordinasi antara pengurus dan juga 

anggota, sehingga apabila terdapat informasi baru atau pun kegiatan 

perihal koperasi dapat terkontrol dengan baik. 

Berikut terdapat syarat-syarat, kewajiban, hak untuk menjadi 

anggota koperasi dan keanggotaan berakhir berdasarkan ketentuan 

yang sudah dibuat oleh Koperasi Wanita Sekar Kartini:
80

 

1) Syarat-Syarat Menjadi Anggota 

a) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota. 

b) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang 

bersangkutan. 

c) Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak satu lembar. 

d) Membayar simpanan pokok sebesar Rp 200.000 yang dapat 

diangsur selama 5 bulan berturut-berturut sejak mulai masuk 

menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama 

menjadi anggota. 

e) Membayar simpanan wajib minimal  Rp 10.000 dan maksimal 

sesuai dengan ketetapan kelompok. simpanan wajib tidak dapat 

diambil selama menjadi anggota. 

f) Membayar dana gedung sebesar Rp 25.000 bagi anggota yang 

masa keanggotaannya 1 sampai dengan 10 bulan, selanjutnya 

Rp 2000 setiap bulan. 
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g) Usia pendaftar minimal 18 tahun, berpenghasilan, mempunyai 

kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.  

h) Mendapat persetujuan dari sekurangnya 50% lebih satu dari 

jumlah anggota kelompok. 

i) Mencantumkan tanda tangan pada buku daftar anggota. 

2) Kewajiban Anggota 

a) Melaksanakan sistem kelompok tanggung renteng. 

b) Hadir pada pertemuan kelompok setiap bulan dan mentaati 

ketetapan kelompok dan peraturan koperasi, apabila tidak hadir 

pada pertemuan ada keterangan tertulis maupun lisan. 

c) Membayar kewajiban pada saat pertemuan kelompok. 

d) Berpartisipasi aktif pada kegiatan organisasi dan usaha. 

e) Mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA).
81

 

3) Hak Anggota 

a) Mendapat pelayanan pinjaman pada unit usaha simpan pinjam. 

b) Mendapat pelayanan pinjaman pada unit petokoan. 

c) Mendapat pelayanan pembelian non tunai bahan pokok. 

d) Mendapat pelayanan pinjaman pada unit BBM. 

e) Mendapat pelayanan pinjaman khusus. 

f) Mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU) pada setiap akhir tahun 

buku. 

g) Mendapat fasilitas pendidikan perkoperasian. 

h) Mendapat fasilitas pelatihan keterampilan. 
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i) Mempunyai hak suara dan berhak memilih atau dipilih. 

4) Keanggotaan Berakhir 

a) Meninggal dunia 

1. Apabila anggota meninggal dunia, maka keanggotaan 

langsung berakhir. 

2. Simpanan dapat digunakan untuk membayar pinjaman. 

3. Apabila mempunyai sisa simpanan, diterimakan pada ahli 

waris. 

4. Apabila pinjaman tidak diikutkan dana talangan, menjadi 

tanggung jawab ahli waris. 

5. Sisa pinjaman bisa diangsur maksimal 10 bulan. 

6. Tidak dikenakan bunga atas sisa pinjaman.
82

 

b) Mengundurkan diri 

1. Mengajukan surat pengajuan pengunduran diri dengan 

ditandatangani anggota yang bersangkutan, PJK, PPK dan 

sekurangnya 50% dari jumlah anggota kelompok. 

2. Simpanan dapat digunakan untuk membayar pinjaman. 

3. Apabila ada sisa simpanan, diterima setelah tutup tahun 

buku berjalan. 

4. Pinjaman harus lunas pada saat anggota bersangkutan 

mengundurkan diri. 
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c) Dikeluarkan oleh kelompok 

1. Kelompok menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri yang 

ditandatangani oleh PJK, PPK dan sekurangnya 50% dari jumlah 

anggota kelompok. 

2. Simpanan dapat digunakan untuk membayar pinjaman. 

3. Apabila ada sisa simpanan, diterimakan setelah tutup tahun buku 

berjalan. 

4. Apabila ada sisa pinjaman, penyelesaiannya diserahkan pada hasil 

musyawarah kelompok. 

Apabila terdapat mantan anggota yang ingin kembali jadi 

anggota koperasi harus melalui keputusan dari rapat pengurus dan juga 

PPK. 

4. Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita Sekar Kartini 

 Usaha simpan pinjam merupakan usaha pertama yang dirintis oleh 

Koperasi Wanita Sekar Kartini. Usaha simpan pinjam merupakan usaha 

yang paling besar  pendapatan SHU karena pada usaha ini semua anggota 

koperasi ikut berpartisipasi. Berikut adalah usaha simpan pinjam yang 

ditawarkan oleh Koperasi Wanita Sekar Kartini:
83

 

a. Usaha Simpanan 

1) Simpanan Pokok yang wajib dibayar pada saat menjadi anggota 

baru sebesar Rp 200.000 yang dapat diangsur sampai lima bulan 

atau lima kali berturut-turut.
84
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2) Simpanan Wajib yang harus dibayar oleh anggota setiap bulannya 

minimal sebesar Rp 10.000 dan maksimal sesuai dengan ketetapan 

dari kelompok.  

3) Simpanan Wajib Khusus merupakan simpanan yang di bayar pada 

saat realisasai pinjaman, yaitu sebesar 1 % dari pinjaman. 

4) Simpanan Sukarela dengan nama Tabungan Anggota Koperasi 

mendapat bunga harian dan dibukukan setiap akhir bulan. 

Simpanan bisa diambil sewaktu-waktu dengan saldo minimal Rp 

10.000. Jika melakukan pengambilan simpanan sukarela sebesar 

Rp 5.000.000 keatas, harus melakukan pemberitahuan minimal 1 

minggu sebelumnya. 

5) Simpanan Tanggung Renteng merupakan simpanan yang dibayar 

setiap pertemuan kelompok, mendapat bunga harian dan 

dibukukan setiap akhir bulan. Simpanan bisa di ambil sewaktu-

waktu untuk menanggulangi angsuran anggota kelompok. 

6) Simpanan Berjangka (SMILE) merupakan simpanan dengan 

jangka waktu minimal 3 bulan. Dengan bunga sebesar 10% 

pertahun. Dan jika simpanan jatuh tempo dan tidak diambil, maka 

otomatis simpanan diperpanjang. Bunga simpanan dimasukkan 

langsung pada rekening tabungan anggota.  Pengambilan bunga 

simpanan dapat diambil setiap bulan dengan dipotong administrasi 

sebesar 2%. 

7) Simpanan Hari Raya merupakan simpanan yang tidak dapat 

diambil sewaktu-waktu. Diambil pada saat menjelang lebaran, bisa 
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diambil berupa uang sebanyak 50% dan barang di toko koperasi 

wanita sekar kartini sebanyak 50%. 

8) Simpanan Rekreasi merupakan simpanan yang tidak mendapat 

bunga dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Bisa diambil setiap 2 

tahun sekali pada saat koperasi wanita sekar kartini mengadakan 

rekreasi. 

9) Simpanan Hari Tua merupakan simpanan yang tidak bisa di ambil 

sewaktu-waktu. Bisa diambil setiap tiga tahun sekali. Dengan 

bunga 0,75 % setiap bulannya. 

b. Usaha Pinjaman 

1) Pinjaman Biasa yaitu pinjaman yang diberikan kepada anggota 

dengan 1,7% flat maksimal diangsur 10 bulan, plafon pinjaman 3 x 

(SP+SW), maksimal ketentuan pinjaman diputuskan oleh Rapat 

Anggota.
85

 

2) Pinjaman Pengadaan Barang yaitu pinjaman dengan bunga 1,7% 

flat maksimal diangsur selama 10 bulan. Plafon pinjaman 2 x 

(SP+SW), maksimal ketentuan pinjaman diputuskan oleh Rapat 

Anggota. Dikenakan margin sebesar 2% dari jumlah pinjaman. 

3) Pinjaman Pertokoan Bahan Pokok yaitu  pinjaman yang diberikan 

pada anggota yang besarannya diputuskan oleh Rapat Anggota, 

dengan jangka waktu 1 bulan tanpa dikenakan bunga. Pesanan 

yang diantar akan dikenakan biaya transport sebesar Rp 100 setiap 

per kilo untuk beras, minyak dan gula. 
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4) Pinjaman BBM yaitu pinjaman yang diberikan pada anggota 

dengan bunga 2%. Maksimal diangsur selama 5 bulan. Plafon 

pinjaman 2 x (SP+SW), maksimal pinjaman di putuskan oleh 

Rapat Anggota. 

5. Prosedur Pengambilan Simpanan 

a. Simpanan Sukarela  

1)  Mengisi lengkap formulir pengambilan simpanan. 

2) Ditandatangani oleh yang bersangkutan.
86

 

3) Diambil sendiri tidak boleh diwakilkan, kecuali jika pengambilan 

diperlukan untuk menambah angsuran, formulir diisi anggota yang 

bersangkutan pada saat pertemuan kelompok, ditandatangani oleh 

PPK dan pencairan simpanan dilakukan oleh penanggung jawab 

kelompok pada saat setor keuangan kelompok. 

4) Membawa KTA atau KTP. 

b. Simpanan Tanggung Renteng 

1) Penanggung jawab kelompok mengisi lengkap formulir 

pengambilan simpanan dan menandatanganinya. 

2) Mendapat rekomendasi dari PPK yang bersangkutan dan 

pemegang administrasi kas Tanggung Renteng atau salah satu 

anggota kelompok. 

c. Simpanan Berjangka SMILE 

1) Diambil pada tanggal jatuh tempo oleh anggota yang bersangkutan. 
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2) Jika diambil sebelum tanggal jatuh tempo, memberitahu pengurus 

kurang lebih seminggu sebelumnya, tidak diperbolehkan mendadak 

dikarenakan kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3) Bila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur maka bisa diambil 

H-2 atau H+2.
87

 

d. Simpanan Hari Raya. 

1) Mengisi lengkap formulir pengambilan simpanan. 

2) Ditandatangani oleh yang bersangkutan. 

3) Diambil sendiri tidak boleh diwakilkan. 

e. Simpanan Rekreasi. 

1) Mengisi lengkap formulir pengambilan simpanan. 

2) Ditandatangani oleh yang bersangkutan, penanggung jawab 

kelompok dan PPK yang bersangkutan. 

3) Diambil sendiri tidak boleh diwakilkan. 

f. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Wajib Khusus jika 

keanggotaan berakhir dan tidak bermasalah maka diambil oleh yang 

bersangkutan 1 bulan sampai setelah tutup tahun buku berjalan, 

kecuali yang meninggal dunia. 

g. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib Khusus, dan Simpanan Sukarela 

dialihkan pada Simpanan Wajib jika keanggotaan berakhir sebelum 

tahun pertanggung jawaban dan simpanan   bisa diambil setelah 

laporan pertanggung jawaban dari pengurus sudah selesai. 
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h. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Wajib Khusus anggota 

yang tidak aktif lebih dari 12 bulan, dialokasikan pada pos pendapatan 

lain lain, sedangkan simpanan sukarela dan simpanan rekreasi 

dialokasikan pada simpanan Tanggung Renteng kelompok yang 

bersangkutan.
88

 

6. Prosedur Pengajuan, Realisasi dan Angsuran Pinjaman 

a. Pengajuan Pinjaman 

1) Anggota dapat mengajukan permohonan pinjam setelah simpanan 

pokok lunas. 

2) Anggota dapat mengajukan pinjaman melalui pertemuan kelompok 

dengan mengisi lengkap formulir yang telah disediakan. 

3) Formulir berisi antara lain : 

a) Jumlah yang diajukan. 

b) Tanggal lahir. 

c) Jangka waktu pembayaran. 

d) Keperluan atau penggunaan pinjaman. 

e) Tanda tangan PJK, PPK dan minimal 70% dari jumlah anggota 

kelompok.
89

 

b. Realisasi Pinjaman 

1) Membawa KTA atau identitas lainnya seperti KTP atau SIM. 

2) Jika angsuran kelompok jatuh pada hari jum’at maka realisasi 

pinjaman pada hari senin berikutnya. 
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3)  Untuk pengambilan pinjaman di semua unit usaha tidak 

diperbolehkan memakai surat kuasa dan tidak bisa di wakilkan. 

4)  Bagi anggota yang usianya 65 tahun keatas, maka banyaknya pos 

dan besar pinjaman ditentukan oleh musyawarah kelompok. 

c. Angsuran Pinjaman 

1) Diangsur secara tunai lewat pertemuan kelompok. 

2) Diangsur menggunakan simpanan sukarela dengan mengisi dan 

menandatangani sormulir pengambilan sukarela pada pertemuan 

kelompok. 

3) Diangsur menggunakan cara Potong Pinjaman (PP) pada bulan ke 

10. Jika potong pinjaman dilakukan pada bulan sebelum bulan ke 

10 besar pinjaman tidak sesuai plafon atau besar pinjaman tetap. 

4) Keuangan kelompok 1 x 24 jam setelah pertemuan kelompok 

disetor lunas ke kantor. 

5) Jenjang pinjaman pertama dan selanjutnya diatur berdasarkan hasil 

musyawarah kelompok. 

6)  Semua pelayanan pinjaman diberikan jika tidak ada tunggakan di 

kelompok dan realisasi pinjaman dilakukan 2 hari setelah 

pertemuan kelompok.
90
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B. Penyajian Data dan Analisis Data 

1. Penerapan Strategi Penanganan Kredit Bermasalah  Pada Usaha 

Simpan Pinjam Dengan Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi 

Wanita Sekar Kartini 

 Pada dasarnya sistem tanggung renteng merupakan cara atau suatu 

penanganan yang sudah banyak di terapkan oleh lembaga koperasi lainnya 

dalam menangani permasalahan kredit bermasalah, baik kredit kurang 

lancar maupun kredit macet. Yang sering terjadi khususnya pada usaha 

simpan pinjam. Hal ini membuat lembaga sebagai pengurus dana yang 

harus terus berjalan dari kelompok-kelompok, diharuskan untuk selalu 

memantau sejauh mana tingkat keberhasilan penerapan sistem tanggung 

renteng ini sebagai strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha 

simpan pinjam. Dimana cara ini terbilang berhasil dan tidak merugikan 

kedua belah pihak, baik dari pemberi pinjaman (lembaga koperasi) 

maupun pihak  (anggota koperasi). Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lukuk 

Heni Miswati selaku salah satu PPK di Koperasi Wanita Sekar Kartini 

Jember mengenai pentingnya sistem tanggung renteng di Koperasi Wanita 

Sekar Kartini Jember yaitu : 

“Sistem tanggung renteng ini memang penting sekali. Kalo gak ada 

sistem ini pasti bakal ribet semisal ada tunggakan atau biasanya di 

katakan kredit macet ya. Pasti banyak alasan yang macam-macam. 

Kalo pake sistem ini dari pihak koperasi maupun peminjam kan 

tidak ada yang diberatkan.”
91
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 Sedangkan menurut Ibu Emy Yulianti selaku pengurus bagian 

sekretaris Koperasi Wanita Sekar Kartini : 

“Selain memang sistem penanganan yang diterapakan oleh koperasi 

wanita sekar kartini sendiri. Sistem tanggung renteng ini memang 

sudah banyak digunakan sama lembaga yang lain.”
92

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ariyati Karinda selaku Ketua II 

di Koperasi Wanita Sekar Kartini : 

“Kalo ditanya mengenai pentingnya tanggung renteng ini ya 

penting sekali bak. Kenapa, karna selain untuk membantu anggota 

kelompok yang dalam keadaan ada tunggakan atau kredit 

bermasalah juga sebagai solusi jalan nya dana koperasi. Soal nya 

dana kan terus diputar bak.”
93

 

 

 Sistem tanggung renteng diterapakan dalam sebuah lembaga 

memang dikhususkan sebagai sebuah penanganan dalam mengatasi 

permasalahan kredit bermasalah. Dan menjadi solusi bagi lembaga agar 

dana perusahaan tetap terus berputar. Penerapan sistem tanggung renteng 

yang diterapkan oleh Koperasi Wanita Sekar Kartini memiliki peraturan 

tersendiri dalam penggunaannya, berbeda dengan lembaga lain. Seperti  

yang dijelaskan oleh Ibu Luluk Heni Miswati selaku PPK di Koperasi 

Wanita Sekar Kartini : 

“Bedanya kalo di koperasi wanita sekar kartini penanganan 

tunggakannya semisal kalo ada anggota kelompok nya yang gak 

bisa bayar kan pake dana dari tanggung renteng itu bahasa lainnya 

di talangi sementara, nah dari kita pihak koperasi tidak langsung 

ngambil tanggung renteng dari anggota kelompok yang bermasalah 

tersebut. Tanggung renteng itu bisa digunakan atas persetujuan 

kelompok. Harus dapet ijin dulu dari anggota kelompok nya, 

anggota ini berhak apa tidak memakai dana tanggung renteng 

tersebut.”
94
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 Berikut peryataan dari Ibu Emy Meliyanti selaku pengurus bagian 

sekretaris di Koperasi Wanita Sekar Kartini:  

“Kalo yang membedakan itu, kalo di koperasi wanita sekar kartini 

penggunaan tanggung renteng nya harus dari persetujuan semua 

anggota kelompok. Jadi, setiap anggota kelompok nya mau apa 

tidak menanggulangi tunggakan atau kredit bermasalah dari 

anggota tersebut. Setiap anggota kelompoknya harus tanda tangan 

dulu harus ada bukti secara tertulis, buat bukti bahwa semua 

anggota nya setuju. Kalo satu orang saja tidak mau tanda tangan, 

penanganan pada anggota yang sedang mengalami tunggakan atau 

kredit bermasalah itu tidak bisa di tangani dengan menggunakan 

tanggung renteng.”
95

 

 

 Pernyataan tambahan dari Ibu Ariyanti Karinda selaku pengurus 

bagian Ketua II di Koperasi Wanita Sekar Kartini : 

“ Nah yang membedakannya itu ditahap penggunaan sistem 

tanggung rentengnya harus mendapat izin dulu dari kelompoknya. 

Dari pihak koperasi tidak bisa langsung menggunakan sistem 

tanggung renteng tersebut buat menangani masalah anggota 

kelompok yang tidak bisa membayar atau yang sedang dalam kredit 

bermasalah bila tanggung renteng tersebut tidak mendapat izin dari 

anggota kelompoknya. Soalnya itu kan dana bersama kelompok 

tersebut.”
96

 

 

 Perbedaan peraturan dalam penggunaan sistem tanggung renteng 

yang diterapkan oleh Koperasi Sekar Kartini terletak pada bagian 

pengunaan dana tanggung renteng dalam menangani masalah kredit 

bermasalah. Di Koperasi Wanita Sekar Kartini penanganan kredit 

bermasalah dengan sistem tanggung renteng tidak dapat dilaksanakan 

apabila tidak mendapat izin dari anggota kelompoknya. Adapun usaha 

yang menggunakan sistem tanggung renteng sebagai penangan kredit 
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bermasalah di Koperasi Wanita Sekar Kartini. Berikut pernyataan dari Ibu 

Luluk Heni Miswati selaku PPK di Koperasi Wanita Sekar Kartini: 

“Untuk usaha yang pake sistem tanggung renteng itu hanya di 

pinjaman saja, kalo simpanan kan seperti tabungan biasanya jadi 

tidak perlu ”
97

 

 

 Berikut pernyataan tambahan dari Ibu Emy Yulianti Selaku 

pengurus bagian Sekretaris di Koperasi Wanita Sekar Kartini : 

“Nah untuk usaha di koperasi wanita sekar kartini ini yang 

memakai sistem tanggung renteng hanya di usaha simpan pinjam 

nya saja. Tapi lebih tepatnya hanya ke pinjaman saja yang 

menggunakan sistem itu. Kalo di simpanan tidak perlu pakai 

penanganan tanggung renteng. Cuma ada simpanan tanggung 

renteng, dan setiap kelompok nya pasti ada simpanan ini.  Nah, 

simpanan ini yang di jadikan untuk menangani kredit bermasalah 

tersebut.” 
98

 

 

 Usaha di Koperasi Wanita Sekar Kartini yang menggunakan sistem 

tanggung renteng sebagai penanganan kredit bermasalah hanya pada usaha 

pinjaman saja. Untuk usaha simpanan tidak menggunakan sistem tersebut, 

tetapi terdapat simpanan dengan jenis simpanan tanggung renteng dimana 

setiap anggota kelompok harus memiliki simpanan tersebut, simpanan 

tanggung renteng ini yang menjadi dana dalam menangani kredit 

bermasalah apabila anggota kelompok sedang mengalami kredit 

bermasalah. Adapun yang dimaksud dengan kredit bermasalah di Koperasi 

Wanita Sekar Kartini. Berikut penyataan dari Ibu Melati Indah F selaku 

Staf Akuntansi Unit Simpan Pinjam di Koperasi Wanita Sekar Kartini : 

“Dimaksud kredit bermasalah kalo menunggak atau anggota tidak 

bisa bayar.”
99
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 Berikut pernyataan tambahan dari Ibu Ariyanti Karinda selaku 

pengurus bagian Ketua II di Koperasi Wanita Sekar Kartini: 

“Yang dimaksud dengan kredit bermasalah itu kalo menunggak dan 

tidak ada penyelesaiannya. Tetapi jika dalam 1 kelompok ada 

tunggakan dan kelompok bisa mengatasi angsuran dengan sistem 

tanggung renteng maka masalah bisa diselesaikan. Tidak masuk 

dalam kategori kredit bermasalah.”
100

 

 

 Adapun yang dianggap sebagai kredit bermasalah di Koperasi 

Wanita Sekar Kartini yaitu ketika anggota koperasi menunggak atau tidak 

bisa membayar angsurannya. Tetapi jika permasalahan tersebut bisa 

diatasi dengan tanggung renteng oleh kelompok, maka hal itu tidak 

dianggap sebagai kredit bermasalah. Jika penanganan kredit bermasalah 

dengan sistem tanggung renteng tidak bisa diatasi, maka permasalahan 

tersebut akan diatasi dengan cara lainnya. Berikut pernyataan dari bapak 

Bayu Kusuma W selaku Staf Simpan Pinjam (tagihan) di Koperasi Wanita 

Sekar Kartini: 

“Semisal anggota tidak bisa bayar tunggakan dan kelompok tidak 

bisa menangani dengan kas tanggung renteng, nanti akan di jadwal 

ulang kembali. Ditanyakan kenapa tidak bisa membayar, alasannya 

apa. Jika karna masalah angsurannya terlalu besar, maka kita beri 

jadwal ulang kembali. Anggota tersebut mampu bayar angsurannya 

dengan kisaran nominal berapa.”
101

 

 

 Berikut pernyataan tambahan dari Ibu Ariyanti Karinda selaku 

pengurus bagian Ketua II di Koperasi Wanita Kartini : 

“Jika sudah tidak bisa ditangani dengan tanggung renteng, maka 

permasalahan akan naik ke pengurus dulu.  Kalo memungkinkan 

untuk dijadwal ulang atau rescheduling ya kita lakukan jadwal 

ulang, pinjamannya di jadwal ulang. Sambil ditanya kemampuan 
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bayarnya berapa, mungkin yang sebelumnya terlalu berat jadi 

diperingan dengan perpanjangan waktu. Tetapi setelah 

pinjamannya di jadwal ulang selesai anggota yang bersangkutan 

kalo mau pinjam lagi hanya bisa 1 pos saja, plafonnya di kurangi. 

Jadwal ulang itu maksimal kita berikan 3 kali selama menjadi 

anggota koperasi, jika masih tidak bisa membayar maka anggota 

tidak bisa pinjam lagi.”
102

 

 

 Jika kredit bermasalah sudah tidak bisa ditangani dengan 

menggunakan sistem tanggung renteng, maka dari pihak Koperasi Wanita 

Sekar Kartini akan memberikan solusi dengan pemberian jadwal ulang 

kembali pinjamannya. Disesuaikan dengan kemampuan anggota yang 

bersangkutan, setelah penjadwalan ulang anggota yang bersangkutan 

hanya bisa meminjam 1 jenis pinjaman saja. Penjadwalan ulang diberikan 

maksimal 3 kali, apabila anggota yang bersangkutan masih tidak dapat 

membayar angsurannya maka anggota tersebut tidak dapat melakukan 

pinjaman lagi. 

2. Partisipasi Anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini Mengenai 

Strategi Penanganan Kredit Bermasalah Pada Usaha Simpan Pinjam 

Dengan Sistem Tanggung Renteng 

 Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Wanita 

Sekar Kartini sudah ada sejak tahun 1990. Koperasi Wanita Sekar Kartini 

menerapkan sistem tanggung renteng selain untuk kelancaran perputaran 

dana koperasi, sistem tanggung renteng juga menjadikan kekompakan dan 

kekeluargaan sebuah kelompok tetap terjaga. Partisipasi aktif para anggota 

koperasi sangat penting dalam jalannya penerapan sistem tanggung 
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renteng sebagai penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam 

di Koperasi Wanita Sekar Kartini. Berikut pendapat Ibu Sylvia Anita 

Rooroh anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini dan juga sebagai PJK 

kelompok 59 mengenai penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan 

pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng : 

“Kalo pendapat saya,sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh 

Koperasi Wanita Sekar Kartini itu tepat dan bagus bak, karna 

pinjaman yang diajukan oleh anggota tidak ada jaminannya. Dan 

saya sangat setuju, dari awal masuk menjadi anggota memang 

sudah diberi penjelasan mengenai tanggung renteng.”
103

 

 

 Pernyataan tambahan dari Ibu Elya Kurniawati anggota Koperasi 

Wanita Sekar Kartini dari kelompok 37 : 

“Pada dasarnya saya setuju dengan sistem tanggung renteng yang 

diterapkan. Karna bagi pihak koperasi terjamin dalam menangani 

kredit macet, yang sebagian besar menjadi kendala pada pihak 

pemberi dana. Karna kalau kredit lancar akan lancar pula dalam 

memberi kredit pada pihak anggota, dan memberi kesempatan pada 

koperasi untuk terus berkembang.”
104

 

 

 Berikut pernyataan tambahan dari Ibu Inggarlia anggota Koperasi 

Wanita Sekar Kartini selaku PJK kelompok 47 : 

“Saya sangat setuju dengan penerapan strategi tanggung renteng 

ini, karena selama kredit berlangsung kita pasti menginginkan 

semua berjalan lancar sesuai kesepakatan. Tapi apabila ada sesuatu 

hal yang tidak diinginkan seperti penunggakan kredit, sistem 

tanggung renteng sangat membantu sekali.”
105

 

 

 Anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini sangat setuju dengan 

penerapan sistem tanggung renteng sebagai penanganan kredit bermasalah 

pada usaha simpan pinjam. Selain memang sudah dijelaskan 
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pengertiannya dan diwajibkan berpartisipasi pada saat awal menjadi 

anggota koperasi, anggota koperasi juga berpendapat dengan adanya 

sistem tanggung renteng ini juga bisa mengatasi permasalahan kredit 

bermasalah. Apabila kredit lancar, pemberian kredit atau pinjaman juga 

akan lancar. Adapun penerapan sistem tanggung renteng apakah sudah 

diterapkan pada kelompok-kelompok di Koperasi Wanita Sekar Kartini. 

Berikut pernyataan dari Ibu Yulia A anggota Koperasi Wanita Sekar 

Kartini kelompok 53 : 

“Sudah di terapakan di kelompok saya mbak dan sangat 

membantu. Sehingga kelompok saya tidak pernah terlambat setor 

dan anggota yang mau realisasi tidak terhambat.”
106

 

 

 Berikut pernyataan dari Ibu Dyah Ratna anggota Koperasi Wanita 

Sekar Kartini dari kelompok 61 :   

“Sistem tanggung renteng ini sudah diterapkan dari awal jadi 

anggota bak. Semua kelompok pasti diterapkan tanggung renteng. 

Dan menurut saya sangat efektif, karna akan jadi beban moral bagi 

anggota yang mau ambil kredit. Karna kalau macet akan 

ditanggung oleh seluruh anggota kelompok, jadi malu dan 

memberi efek jera kecuali memang mentalnya orang yang memang 

niat buruk.”
107

 

 

 Pernyataan tambahan dari Ibu Eni Sulastri anggota Koperasi 

Wanita Sekar Kartini selaku kelompok 69 : 

“Mulai dari awal masuk sebagai anggota sudah diterapkan sistem 

tanggung renteng, otomatis setiap kelompok harus ada sistem 

tanggung renteng. Tanggung renteng sudah menjadi kewajiban 

bagi anggota koperasi. Suatu misal ada penunggakan dikarenakan 

hal yang tidak terduga seperti kena musibah atau sakit dan lain-

lainnya. jadi tanggung renteng bisa membantu untuk menutupi 

tunggakan kredit.”
108
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 Sistem tanggung renteng sudah diterapkan dari awal menjadi 

anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini dan tentunya semua kelompok 

sudah menerapkan tanggung renteng. Penerapan sistem tanggung renteng 

sebagai penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam sangat 

efektif dan sangat membantu dalam menangani masalah kredit 

bermasalah. Dengan sistem tanggung renteng kelompok juga dapat 

membantu anggota kelompok yang sedang dalam kesulitan membayar 

kredit dan membantu dalam menutupi tunggakan kredit sehingga tidak 

menimbulkan kredit bermasalah. Adapun dampak yang akan terjadi pada 

kelompok apabila terjadi kredit bermasalah dan tidak bisa ditangani 

dengan sistem tanggung renteng. Berikut pernyataan dari Ibu Prihatini 

anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini dan juga sebagai PJK kelompok 

96 : 

“Kalo di kelompok sendiri sudah tidak bisa membantu anggota 

kelompoknya dampaknya ya di kelompok sendiri bak. Tidak 

mempengaruhi anggota di kelompok lainnya. Anggota di 

kelompok sendiri tidak bisa realisasi mbak, selain itu nama 

kelompok juga jadi jelek.”
109

 

 

 Berikut pernyataan dari Ibu Winih anggota Koperasi Wanita Sekar 

Kartini dari kelompok 25 :   

“Dampak nya ke kelompok kalo ada kredit macet dan sudah tidak 

bisa diatasi dengan tanggung renteng , kelompok jadi tidak bisa 

realisasi pinjaman bak. ”
110
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Dampak yang akan terjadi pada kelompok apabila terjadi kredit 

bermasalah dan tidak bisa ditangani dengan sistem tanggung renteng, 

kelompok tidak bisa realisasi  pinjaman. Untuk menertibkan anggota 

dalam kelompok, baik ketua maupun anggota kelompok melakukan 

beberapa hal agar pembayaran angsuran perbulan lancar, penuh, dan tepat 

waktu. Berikut pernyataan dari Ibu Suras anggota Koperasi Wanita Sekar 

Kartini dan juga sebagai PJK kelompok 24 : 

“Kalo di kelompok saya ada pertemuan rutin kelompok bak yang 

diadakan sebulan sekali dan anggota membayar angsurannya 

masing-masing pada saat pertemuan. Ada arisan juga terus ada 

pengarahan dari PPK maupun PJ. Biasanya pertemuannya diadakan 

disatu tempat dirumah anggota. Karna sekarang masih pandemi jadi 

jarang mengadakan pertemuan tatap muka . sekarang anggota 

hanya datang ke rumah PJ nya untuk bayar angsuran dan 

kewajiban-kewajibannya.”
111

 

 

 Berikut pernyataan dari Ibu Sutari anggota Koperasi Wanita Sekar 

Kartini dari kelompok 37 :   

“Dulu sebelum pandemi ada pertemuan bak, bentuk pertemuannya 

anjangsana. Di bentuk arisan siapa yang dapat itu yang ketempatan 

untuk pertemuannya begitu juga seterusnya. Tapi pada musim 

pandemi tidak di anjangsana, tiap pertemuan hanya menentukan 

tanggal saja tempat ditentukan di rumah ibu ketua gitu bak. Kalau 

kegiatan kelompok gak ada bak yang ada cuma bulanan rutin itu 

arisan dan setoran saja. Karna pandemi arisan ditiadakan cuma 

setoran saja. Kegiatan di luar itu biasanya ikut kegiatan dari 

koperasi baik pelatihan atau bazaar. Tapi sekarang ada EOS jadi 

jual beli dari anggota untuk anggota tertampung.”
112

 

 

 Berikut pernyataan tambahan dari Ibu Inggarlia anggota Koperasi 

Wanita Sekar Kartini selaku PJK kelompok 47 : 
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“Ada pertemuan yang wajib satu bulan sekali setiap mau setor 

tagihan, setiap kelompok diwajibkan mengadakan pertemuan untuk 

anggotanya. Karena dalam pertemuan itu ada pengarahan dari PPK 

petugas lapangan penyambung antara anggota dan koperasi. Untuk 

pertemuan kelompok selain setor tagihan biasanya acara lain-lain 

tergantung kesepakatan tiap-tiap kelompok. Ada yang di isi arisan, 

ada yang hal-hal seperti pendidikan misal seperti pembuatan sabun 

herbal, membuat lukisan dari telenan dan lain-lainnya. Tapi itu 

tidak semua kelompok, tapi untuk pertemuan tetap wajib untuk 

semua kelompok. Untuk tanggal pertemuan setiap kelompok 

berbeda-beda yang penting tidak sampai melebihi batas akhir 

setoran koperasi biasanya tanggal 20 sudah tidak bisa untuk 

bertransaksi seperti realisasi pinjaman dan setoran. Dan untuk 

setiap kelompok batas pertemuan dan setor ke koperasi tidak boleh 

lebih dari 24 jam. Semisal pertemuan tanggal 10 setor ke koperasi 

tanggal 11. Kalo melebihi 24 jam konsekuensinya anggota 

kelompok tersebut tidak bisa realisasi pinjamannya.”
113

 

 

 Untuk menertibkan kelompok dalam pembayaran angsuran 

perbulan lancar dan tepat waktu ketua maupun anggota kelompok 

membuat pertemuan wajib setiap satu bulan sekali. Dimana dalam 

pertemuan tersebut selain di isi dengan kegiatan setor angsuran dan 

pengarahan dari PPK selaku petugas lapangan dan penghubung antara 

anggota dengan Koperasi Wanita Sekar Kartini, juga di isi dengan 

kegiatan arisan, maupun pendidikan seperti pembuatan sabun dan lain-

lainnya yang bertujuan untuk tetap menjaga silaturahmi dan kekompakan 

kelompok. Adapun kegiatan yang di adakan oleh Koperasi Wanita Sekar 

Kartini sendiri seperti kegiatan pelatihan maupun bazaar, tapi sekarang 

sudah ada suatu forum dimana kegiatan jual beli barang dari anggota 

untuk anggota ditampung oleh pihak Koperasi Wanita Sekar Kartini. 

Semenjak pandemi kegiatan selain setor angsuran ditiadakan dan lokasi 

tempat pertemuan ditentukan di rumah PJK selaku ketua dalam kelompok 

tersebut.  
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C. Pembahasan Temuan 

1. Penerapan Strategi Penanganan Kredit Bermasalah Pada Usaha 

Simpan Pinjam Dengan Sistem Tanggung Renteng di Koperasi 

Wanita Sekar Kartini 

 Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi untuk 

memperkuat validasi hasil dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai 

penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan 

pinjam dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan di Koperasi 

Wanita Sekar Kartini dalam penyajian data dan hasil data berikut ini. 

 Sistem tanggung renteng sebagai jaminan sosial yang mengikat 

diantara para anggota koperasi merupakan sebuah strategi dalam 

menertibkan anggota koperasi dalam membayar angsuran tepat waktu dan 

sesuai jangka waktu yang ditentukan. Nilai-nilai sosial yang terkandung 

dalam sistem tanggung renteng dapat membentuk karakter anggota agar 

menjadi makhluk sosial yang bertanggung jawab dan mengedepankan 

solidaritas, rasa tolong-menolong, gotong royong, dan berkomitmen. 

 Dari penjelasan disub sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam 

penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Wanita Sekar Kartini ini 

bisa dikatakan sudah sesuai dengan arahan serta SOP yang terikat. Bisa 

dilihat bahwa Koperasi Wanita Sekar Kartini ini memberikan konstribusi 

nyata dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan penerapan 

sistem tanggung rentengnya yang telah berjalan sejak tahun 1990. Selain 

itu program-program unit-unit usaha yang diberikan oleh Koperasi Wanita 
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Sekar Kartini dapat diterima secara baik oleh masyarakat, terutama pada 

usaha pinjaman yang telah sangat membantu masyarakat dalam 

menambah modal usaha maupun sebagai tambahan untuk kebutuhan 

sehari-hari.  

 Pentingnya penerapan sistem tanggung renteng dalam menangani 

kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam di  Koperasi Wanita Sekar 

Katini sangat efektif sebagai solusi agar perputaran dana koperasi tetap 

berjalan tanpa adanya kredit bermasalah. Adapun yang membedakan 

sistem tanggung renteng di Koperasi Wanita Sekar Kartini dengan 

lembaga lainnya yaitu dalam penggunaan dana tanggung renteng. Dana 

tanggung renteng tidak bisa langsung digunakan oleh pihak koperasi 

dalam menangani kredit bermasalah yang terjadi apabila belum ada 

persetujuan dari anggota kelompok. Penggunaan dana tanggung renteng 

harus sudah dikembalikan maksimal 1 bulan dari pemakaian dana tersebut. 

Sistem tanggung renteng hanya berlaku pada usaha pinjaman saja tidak 

untuk usaha simpanan, untuk usaha simpanan terdapat simpanan tanggung 

renteng yang digunakan ketika terjadi kredit bermasalah dimana setiap 

kelompok wajib memiliki simpanan tersebut. 

 Adapun yang dianggap sebagai kredit bermasalah di Koperasi 

Wanita Sekar Kartini yaitu apabila anggota memiliki tunggakan atau 

kredit yang tidak bisa dibayar. Tetapi apabila terdapat kredit bermasalah 

dan kelompok bisa menyelesaikan dengan tanggung renteng maka tidak 

masuk dalam kategori kredit bermasalah. Jika terdapat kredit bermasalah 
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dan tidak bisa ditangani dengan sistem tanggung renteng maka terdapat 

penanganan dengan cara lainnya. Yaitu dengan cara jadwal ulang dimana 

pinjamannya diberi perpanjangan waktu oleh pihak koperasi dan ditanya 

kembali kemampuan bayar anggota yang bersangkutan, mungkin angsuran 

yang sebelumnya terlalu berat. Tetapi, setelah pinjaman yang dijadwal 

ulang selesai, anggota yang bersangkutan hanya bisa melakukan 1 jenis 

pinjaman saja. Pemberian jadwal ulang terhadap anggota yang memiliki 

tunggakan atau kredit bermasalah hanya diberi 3 kali penjadwalan ulang 

selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Apabila lebih dari 3 

kali anggota yang bersangkutan sudah tidak bisa melakukan pinjaman dan 

hanya bisa melakukan simpanan saja.  

 Jika dikaitkan dengan teori strategi dalam sistem tanggung renteng 

yaitu tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama diantara 

anggota disatu kelompok atas semua kewajiban kepada koperasi atas dasar 

saling terbuka dan saling percaya. Dalam istilah hukum, tanggung renteng 

bertujuan untuk menangani secara bersama hutang yang wajib dibayarkan. 

Karna memang dasarnya tanggung renteng yaitu hutang atau pinjaman 

yang bersifat kolektif yang memiliki keharusan membayarkan hutang atau 

ppinjaman tersebut kepada pihak yang berpiutang atau memiliki tagihan 

agar segera lunas semua hutangnya. Dalam kamus Asuransi, tanggung 

renteng adalah joint liability yaitu tanggung jawab yang diserahkan atau 

dibebankan kepada lebih dari satu orang.
114
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2. Partisipasi anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini Mengenai Strategi 

Penanganan Kredit Bermasalah Pada Usaha Simpan Pinjam Dengan 

Sistem Tanggung Renteng 

 Partisipasi aktif anggota dalam sistem tanggung renteng 

merupakan hal yang paling utama dalam manangani kredit bermasalah 

pada usaha simpan pinjam. Dimana dengan penggunanan sistem tanggung 

renteng permasalahan kredit bermasalah jarang terjadi dan menyebabkan 

perputaran dana koperasi terus berjalan. Adapun alasan lain anggota dalam 

mengajukan pinjaman di Koperasi Wanita Sekar Kartini adalah 

kemudahan persyaratan dan tidak ada jaminan sebagai syarat utama jika 

ingin melakukan pinjaman. Hal ini yang menjadi salah satu faktor anggota 

mengajukan pinjaman di lembaga ini. 

 Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya karakteristik 

setiap anggota koperasi berbeda-beda dalam membayar angsuran, namun 

hal tersebut tidak menjadi persoalan yang rumit mengingat diterapkannya 

sistem tanggung renteng yang bersifat tanggung jawab bersama antara 

anggota dan kelompok. Dampak penerapan sistem tanggung renteng bagi 

koperasi sendiri yaitu membuat likuiditas terjamin karna perguliran dapat 

terus berjalan dari kelompok ke kelompok lainnya. Dan anggota dapat 

dengan mudah untuk mengajukan pinjaman kembali. 

 Sistem tanggung renteng diterapkan pada semua kelompok sejak 

awal menjadi anggota koperasi. Dengan penerapan sistem tanggung 

renteng kelompok juga dapat membantu sementara anggota yang sedang 
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mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dengan menggunakan 

simpanan tanggung renteng kelompok yang harus diganti maksimal 1 

bulan dari jangka waktu penggunaan dana tersebut. Dampak yang akan 

terjadi pada kelompok apabila anggotanya memiliki tunggakan yang tidak 

bisa ditangani dengan tanggung renteng maka kelompok tidak bisa 

melakukan relisasi pinjaman dan citra kelompok menjadi jelek.  

 Untuk menertibkan kelompok agar melakukakan pembayaran 

lancar dan tepat waktu, ketua dan anggota kelompok melakukan 

pertemuan wajib yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Selain di isi dengan 

setoran angsuran dan juga pengarahan dari PPK maupun PJK  juga di isi 

dengan kegiatan lainnya seperti arisan, pendidikan, kegiatan membuat 

sabun herbal, lukisan dari telenan dan lain sebagainya yang diadakan di 

rumah-rumah anggota-anggota. Adapun kegiatan lain yang di adakan oleh 

Koperasi Wanita Sekar Kartini sendiri seperti pelatihan maupun bazaar. 

Tetapi, semenjak pandemi kegiatan selain setoran ditiadakan dan tempat 

untuk setor angsuran sepakat diadakan dirumah PJK masing-masing. 

Untuk setiap tanggal pertemuan kelompok  berbeda-beda tidak boleh 

sampai melebihi batas akhir setoran pada koperasi yaitu tanggal 20. Dan 

setor angsuran pada koperasi tidak boleh lebih dari 24 jam dari diadakan 

pertemuan. Semisal pertemuan diadakan tanggal 10 setor pada koperasi 

harus pada tanggal 11. Jika melebihi batas 24 jam anggota kelompok tidak 

bisa realisasi pinjaman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi 

mengenai “Strategi Penanganan Kredit Bermasalah Pada Usaha Simpan 

Pinjam dengan Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Wanita Sekar Kartini 

Jember” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan 

pinjam dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Wanita Sekar Kartini 

bisa dikatakan sudah sesuai dengan arahan serta SOP yang terikat. 

Pentingnya penerapan strategi tanggung renteng dalam penanganan kredit 

bermasalah terbilang sangat efektif sebagai solusi perputaran dana 

koperasi tetap berjalan tanpa adanya kredit bermasalah. Penggunaan 

sistem tanggung renteng di Koperasi Wanita Sekar Kartini sebagai 

penanganan kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam tidak bisa 

digunakan tanpa adanya persetujuan dari kelompok. Usaha di Koperasi 

Wanita Sekar Kartini yang menggunakan sistem tanggung renteng hanya 

pada usaha pinjaman saja. Adapun yang dianggap sebagai kredit 

bermasalah yaitu adanya tunggakan yang tidak bisa di bayar. Jika 

penanganan kredit bermasalah tidak bisa ditangani dengan sistem 

tanggung renteng terdapat penanganan dengan cara jadwal ulang 

pinjamannya dan besar angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah. 

Setelah anggota melunasi pinjaman yang sudah di jadwal ulang, anggota 
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hanya bisa melakukan pinjaman 1 jenis pinjaman saja. Penjadwalan ulang 

maksimal diberikan 3 kali selama menjadi anggota, jika lebih dari jangka 

waktu yang ditentukan anggota tidak bisa melakukan pinjaman lagi. 

Penggunaan dana tanggung renteng harus dikembalikan maksimal 1 bulan 

setelah penggunaan dana tersebut. 

2. Partisipasi anggota Koperasi Wanita Sekar Kartini mengenai penanganan 

kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam dengan sistem tanggung 

renteng merupakan hal yang paling utama dari penerapan sistem ini. 

Dampak dari penerapan sistem tanggung renteng bagi koperasi sendiri 

yaitu membuat likuiditas terjamin karna perguliran dapat terus berjalan 

dari kelompok ke kelompok lainnya. Dan anggota dapat dengan mudah 

melakukan pinjaman. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan kesimpulan diatas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Koperasi Wanita Sekar Kartini  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berusaha untuk 

meningkatkan kualitas dari Koperasi Wanita Sekar Kartini dan diharapkan 

mampu meningkatkan kinerjanya agar tidak terjadi kredit bermasalah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan mampu menjadi masukan untuk mengembangkan 

solusi-solusi strategi penanganan kredit bermasalah dengan sistem 

tanggung renteng dengan sudut pandang yang berbeda. 
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